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ABSTRAKSI

Pada dasamya sistem Pemerintahan di seluruh Indonesia sedang mengalami
pembaharuan kc arah otonomi daerah yang dititikberatkan di Tingkat II. Bila dilihat
perkembangankondisi potensi daerah saat ini sudah mengalami perkembanganyangcukup
pesat dan untuk menangani potensi di daerah mulai dirasakan tidak efektiflagi dijalankan
oleh PemerintahPusatatau Tingkat I. Dan sebenarnya lebih efektifpelaksanaan otonomi
dipegang oleh Daerah Tingkat JJ, hanya untukmasalahkebijaksanaantetapdipegangoleh
Pemerintah PusatHlngkat I. Sebagai konsekuensi dari program tersebut bagi Pemerintah
Daerah Tingkat Hsendiri akan lebih banyak menangani urusan-urusan yang dilimpahkan
dari Pemerintah Pusat/Tingkat I, yang hal ini tentu saja akan menuntut adanya
pengembangan dan i>eningkatan fasilitas maupun person* yang sesuai, artinya selain
kuantitasjuga kualitas.

Untuk mewadahi unsur-unsur tersebut diperfukan adanya study pendekatan yang
bersifat makro maupun mikro, aspek fisik maupun non&ik yang dalam hal ini untuk
kondisi Pemerintah Daerah Tingkat HTemanggung.

Dengan Kondisi sektor Pemerintahan di daerah Temanggung sebagai pengendaH
dan pendukung sektor yang lain maka secara fungsional akan mewadahi kegiatan
adnunistrasi pemerintahan dan melayani masyarakat. Dari fungsi tersebut diharapkan
kantor Pemerintah Daerah selain mampu mewadahi kegiatan pemerintahanjuga menjadi
salah satu orientasi bagi kawasan perkotaan. Dalam pendekatan konsepsual dilakukan
dengan pendekatan terhadap frekuensi pelayanan, baik secara administrasi kepegawaian,
Pelayanan masyarakat dan hirarkhi jabatan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

11. LATAR BELAKANG MASALAH

Konsep otonomi Daerah yang beriaku di Indonesia bersumber pada desentralisasi
Administratif,yaituadanyahak, wewenang dan kewajiban ditangan adminislrasi daerah
oleh karenanya diserahkannya sejumlah urusan oleh Pemerintah kepada daerah; atau
daerah yang lebih atas kepada daerah di bawahnya. Untuk pertama kalinya penyerahan
sejumlah urusan ini dilakukan melalui undang-undang mengenai terbentuknya suatu
Daerah otonom. Perkembangan selanjutnya dari penyerahan urusan-urusan lain oleh
Pemerintah atau Daerah lebih atas kepada daerah-daerah otonom didasarkan atas
kemajuan dan tingkat kemandirian yang bisa dicapai oleh Daerah -daerah otonom itu.
Oleh karena itu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I harus
mempertimbangkan kemampuan daerah Tingkat Htersebut agar dapat mengelola dan
mengembangkannya, lebih lagi agar tujuan penyerahan urusan dapat tercapaiyaitu dalam
rangka partisipasi Daerah dalam Pembangunan Nasional serta mempercepat pelayanan
masyarakat. '>

Akan tetapi, penyerahan urusan berjenjang itu tampaknya hanya sebagian saja dari
urman-urusanimyaiigtelahdiserahlcankepa^

menjadi lebih besar pada Daerah tingkat L

1. B. Suryawikarta, MPA, Ph D. Judul makalah seminar :«Perspektif Pelaksanaan
Otonomi Daerah Dalam Era Pembangunan Jangka Panjang Tahap n»
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Pemerintah telah menggariskan agar penyerahan urusan secara berjenjang itu dilanjutkan
penyerahannyapada daerah Tingkat Hsebagaimana dipertegas dalam PERMENDAGRI
no. 4Tahun 1976 tentang tat. cara pelaksanaan penyerahan urusan -urusan dari Daerah
Tingkat Ikepada daerah Tingkat H. Namun tampaknya ada keengganan daerah Tingkat
Iuntuk urusan-urusan tertentu kepada Daerah Tingkat n, walaupun dari segi efektifitas
penyelenggaraan urusan-urusante^ebutteMsewajar^^
Tingkat fl. Segi lain perlunya penyerahan urusan-urusan itu pada Daerah Tingkat JJ
berkaitan dengan faktor-faktor kondisi geografis. Dalam kondisi demikian adalah tidak
efektifjika urusan-urusan mmah tangga Daerah diselenggarakan oleh Daerah Tingkat I
karenatidak mendukungpola bimbinganseragam. Perbedaan-perbedaangeografis dapat
menyebabkan perhedaan penerapan dari ketentuan-ketentuan atau bimbingan yang ada.
Daerah Tingkat JJ dalam kondisi semacam ini hendaknya berinisiatifdan kreatif. Keadaan
ini lebih besar pada Daerah Tingkat I, sehingga titik berat otonomi tidak pada Daerah
Tingkat JJ, juga kurang menjamin efektifitas penyelenggaraan urusan dan menghambat
proses pendewasaan bagi dati JJ dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah. «>

Untuk pelaksanaan otonomi daerah di Jawa Tengah sejak berlakunya U.U. No. 10
Tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Pusat
Diserahkan Propinsi Dati IJawa Tengah sebagai kewenangan pangkal yaitu :
1. Urusan Umum

2. UrusanPemerintahan Umum

3. Urusan Agraria

4. Urusan Pengairan, jalan-jalan dan gedung-gedung

1. Ir. Suyamto, "Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab
Pada Daerah Tlingkat JJ".

•«&i&«

.* PERPUSTAKAAN *J
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5. Urusan Pertanian

6. Urusan Kehewanan

7. Urusan Kerajinan, Perdagangan dan Perindustrian
8. Urusan Perburuhan

9. Urusan Pembagian (Distribusi)

10. Urusan Sosial

11. Urusan-urusan Penerangan

12. Urusan Pendidflcan, Pengajaran dan Kebudayaan
13. Urusan Kesehatan

14. Urusan Perusahaan

beium banyak. Sejak itu telah terjadi penambahan dan penyerahan.
Penyerahan urusan tersebut yaitu :

-Perkebunan besar dengan P.P. No. 22 Tahun 1975.

-Kepariwisataan dengan P.P. No. 24 Tahun 1975.

-Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat dengan P.P. No. 64 Tahun 1957.
- Perumahan dengan P.P. No. 6 Tahun 1958.

-Urusan Ululintas Jalan Raya dengan Peraturan Pemerintahan No. 16 Tahun 1958.
Untuk melaksanakan urusan-urusan tersebut Pemerintahan Propinsi daerah Tingkat I
Jawa Te^ah telah membentuk Dinas-dmas Daerah, sampai saat ini 14 Dinas yaitu :
1. Dinas Pendapatan Daerah

2. Dinas Pekerjaan Umum

3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan

4. Dinas Perikanan

5. Dinas Perindustrian
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6. Dinas PendidikanDan Kebudayaan

7. Dinas Sosial

8. Dinas Kesehatan

9. Dinas Lalulintas Jalan Raya

10. Dinas-dinas Perkebunan

11. Dinas Pariwisata

12. Dinas Pertambangan

Adapun urusan dan kegiatan lain yang memang tidak perlu dibentuk Dinas,

pelaksanaannya dhangani oleh:

- Sekretariat Daerah

- Unit Pelaksana Daerah (UPD)

- Badan Usaha Mflik Daerah (BUMD)

Pelaksanaan dan penyerahan urusan di Daerah Tingkat JJ di Jawa Tengah bdum semua

dapat dilaksanakan. dari hasil evahiasi pelaksaan U.U. No. 5Tahun 1974 diperoleh data

pada umumnya setiap Dati JJ di Jawa Tengah baru mempunyai sekitar 7 (tujuh) Dinas

Daerah yaitu:

1. Dinas Kesehatan

2. Dinas Pekerjaan Umum

3. Dinas Perikanan

4. Dinas Pendapatan Daerah

6. Dinas Pariwisata

7. Dinas PendidikanDan Kebudayaan

Dari hasil evahiasi terhadap pelaksanaan otonomi Daerah khususnya di Dati JJ yang

masih relatifsedikit, padahal berdasarkan U.U. No. 5 Tahun 1974 titik berat otonomi

pada Daerah Tingkat JJ, berarti prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung



jawab beta sepe„uh„ya tenvujud. Meskipun Undang-nndang No. 5Tahun 1974 te)all

sun^keuanganyangeu^.^^,^^^.^^^
otonomi yang „yab ta bertanggung^ ffl ^ ^ ^ ^^
herilnit • ^berikut

aK™amPuMmenge.oUun,sa, masih sa^a, terbafcs, tenttama karena terbatasnyakemampua»Pembiayaan.I^ormFISTOLUGMr^anmOT^^T^
ketergann^ganDaerah Tingkat „pada subsidi Pemerintahan berkisar antara4. %
Hinggan*Dengan demikian dukungan Pendapatan As* Daerah (PAD) t^
APBDhanyaberkisar 7-/.sampai 59oA stniktur keuangan yang sat^ besar pada
— Pemerintahan dan «be^rn b*Wa Daer*. behtm menunjukkan kemampuan
xang nyata daiatn menye.enggarakan urnsan otonominy,,,

b-Betansetauhuyarumah tangga yang telah disenthkan kepada Daerah TingkatD
wafcupun ^^^ensroanefekffi^^enggaraanurus^tet.ebutsewajamya
diserahkan pada Daerah Tingkat U.2>

Dengan meUha, beberapa statement permasa.ahan tersebu,
penyelenggaraan otonomi daerah dengan Engkup fungsi dan peranan Setwilda ddaklah
cukup dinnjau secara teoritis maupun da* listing kondisi pemerintahan otonomi yang
berjaUn pada saa, sekaran* Namun juga periu mengaou pada proyek pe.on.ohan tt
c^dijadikansebagairnodelotonomiD^^^^^^^^
kegiatan masing -masing daerah.

^^^M1991,^pOOTPMeUtoTm^pe^^^D^Tj^t
2IrS«CanaanOtononudae^^^^

Daerah Tingkat JJ".



Tabel 1.1 Daftar kabupaten percontohan di Indonesia

So. tlbjpiUa

1 icei itiri
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I
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5

5
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J
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II
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J
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10
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I
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2JI
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2)

21

2]

2(

2<

2<

. 25

2)

25
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24

25

2(

2]

24

24

22

24

* •

2)

24

2)

2)

21

2)

2)

(12

Adapun kalau dikelompokkan model ini dapat dibagi menjacfi dua :
1. Model pertama adalah "Model Ujicoba" dimana 26 Daerah Tingkat Hmelaksanakan

ujicoba otonomi daerah dan menjadi model yang mewakili bagi Propinsi Daerah
Tingkat I - nya niasing-masing.

2. M^keduaadalah^delPercontohan-yaim

otonomi Daerah berdasarkan hasil evaluasi oleh Pemerintahan Pusat setelah Daerah
Tingkat Hmodel ujicoba melaksanakan otonomi selama <iua tahun. Adapun kota
yang menjadi model percontohan dapat dilihat pada tabel 1.1.
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dari beberapa uraian diatas terlihat tentang arti pentingnya eksistensi kantor kabupaten
(Setwilda) pada saat sekarang, mengingat peran sektor pemerintahan sebagai sektor
utamapendukung sektor yang lain dan secara khusus sektor pemerintahan menuntut
wadah yang ideal untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam mewujudkan titik
berat otonomi Daerah pada Tingkat JJ.

Begitu juga halnya di Kabupaten tingkat JJ Temanggung yang pada saat ini telah
mengalami perkembangan kegiatan Pemerintahan yang disebabkan oleh berkembangnya
potensi di daerah saat ini dan mengingat bila dikaitkan dengan program titik berat otonomi
di Daerah tingkat JJ.

Dan khusus untuk wilayah Temanggung sendiri sebenarnya sudahsangatrdevanhanya
memangsaatimwadahuntukmenanganima^^

-perubahan dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah Tingkat JJ Temanggung yang
ada. Yang semula Sekretariat Wilayah Daerah tidak mempunyai asisten, Sekwilda tetapi
sekarang mempunyai 3asisten sebagai langkah menuju pada program otonomi Daerah,
asisten tersebut ialah :asisten Tata praja (Asisten I), Asisten Administrasi Pembangunan
(Asisten JJ), Asisten Administrasi (Asisten IJJ). Dengan demikian secara tidak langsung
akan menuntut wadah (sarana dan prasarana) yang lebih baik dengan dilengkapi fasflitas
ruang (peralatan/inventaris) yang memadai juga. Oleh karena itu dari alternatifkonsep
dasar perencanaan dan perancangan kantor Pemerintah Daerah Tingkat JJ Temanggung
ini diharapkan bisa mewadahi segala perkembangan kegiatan pemerintahan dalam
kaitannya dengan pelaksanaan titik berat otonomi daerah di Tingkat JJ sesuai No. 5
Tahun 1974.
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1.2. RUMUSAN PERMASALAHAN

Dari kondisi fisik kantor Kabupaten saat ini temyata menimbulkan beberapa permasalahan
penting yakni kaitannya antara tuntutan wadah kegiatan perkantoran yang ideal dengan
kondisi siteyang terbatas.

Permasalahan Umum

Bagaimana aspek pengembangan kegiatan dengan segala fasihtasnya yang akan diwadahi
dalam sistem perkantoran PemerintahanKabupaten daerah Tingkat JJ Temanggung dalam
usaha untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi administratifsesuai dengan perkembangan
potensi Daerah.

Permasalahan Khusus

1. Bagaimanapenataan dan pengembangan tataruang dalam bagi perkantoran Pemerintah
Daerah yang ideal dikahkan dengan kondisi lahan yang terbatas.

IBagaimanapola sirkulasiyang dapat mcmunjukkan adanyakesatimkompkkperkantoran
pemerintahan Daerah.

3. Bagaimana menampilkan bentuk fisik bangunan kantor Kabupaten Daerah Tingkat JJ
Temanggung sebagai wadah kegiatan perkantoran dan merupakan pusat pemerintahan.

1.3. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan:

Mengungkapkan konsep kantor Kabupaten sebagai wadah kegiatan pemerintahan yang
idealbagi pelaksanaan otonomi daerah.
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2. Sasaran :

a. Mengemukakan jenis dan karakter fasihtas kantor Kabupaten sebagai wadah
pengembangan kegiatan pemerintahan yang ideal bagi pelaksanaan otonomi daerah.

b. Mengemukakan kebutuhan ruang dan besaran ruang sebagai wadah kegiatan
pemerintahan dalam kaitannya pelaksanaan titik berat otonomi di Daerah Tingkat JJ.

c. Mengemukakan konsep arsitektural bangunan yang dapat mencerminkan kondisi
sebuah lingkungan pemerintahan dalam kawasan perkantoran serta pengaruh
lingkungan sekitar terhadap komplek kantor kabupaten.

d. Me«g«ngkapkansistemsirkul^^

yang terpadu.

14. LINGKUP PEMBAHASAN

1. Ruang Kngkup periunya penataan kembali komplek kabupaten sebagai kawasan pusat
pemerintahan.

2. R^^Kngkuptentangkebutuhandankemanipuan
fungsi dan peranan kantor kabupaten.

3. Ruang lingkup karakteristik arsitektural bangunan pemerintahan dikaitkan dengan
kondisi lingkungan.

4. Ruang lingkup sistem penataan komplek kabupaten yang meliputi unit bangunan dan
sistem sirkulasi

5. Ruang lingkup pada faktor yang menyebabkan penambahan kegiatan dengan aspek
arsitektural.
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1.5. METODE PEMBAHASAN

Metode yang digunakan pada perencanaan dan perancangan kantor kabupaten Daerah
Tingkat JJ Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Metode untuk menyelesaikan penataan dan pengembangan menggunakan metode

konservatif dan metode partisipatif. Metode ini memanfaatkan beberapa konsep
bangunan yang sudah ada untuk disempumakan atau untuk melengkapi konsep baru
yang akan dimunculkan. Dimana didasari oleh data pola kegiatan lama dan data pola
kegiatan baru yang dikembangkan sesuai dengan program titik berat otonomi yang
diharapkan, yakni dengan menunjukkan tata laksana dan struktur organisasiKabupaten
Daerah Tingkat JJ yang dianalisa dengan landasan teoritis.

2. Untuk memecahkan masalah pola sirkulasi menggunakan metode dengan pendekatan
frekuensi pelayanan, yang dapat memunculkan klasifikasi unit-unit bangunan secara
jelas yang nantinya akan didukung dengan pola sirkulasi tersebut.

3. Bentuk arsitektur bangunan dipecahkan dengan pendekatan aspek tata lingkungan dan
serta peranan pusat pemerintahan dalam lingkup kawasan perkotaan.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1: PENDAHULUAN

Mengungkapkan latar belakang permasalahan, permasalahan utama baik umum maupun
khusus, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, sistematika penulisan serta keaslian
penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN TENTANG OTONOMI DAERAH TINGKAT II

Merupakan tinjauan yang mencakup tentang pengertian otonomi, pengertian tentang
Pemerintah Daerah Tingkat JJ penyelenggaraan Pemerintahan otonomi di Indonesia.



BAB 3:TINJAUAN TENTANG KABUpATEN daerah ''
TEMANGGUNG

Mencakup tinjauan tentang diskrinsi witovah „ ♦ • *g oisjoipsi wnayah, potensi daerah, sistem Pemerintahan
Daerah Tingkat JJ Temanggung, Tata laksana dan struktur organisasi.
BAB 4 : ANALISA

MenganaUsa tentang U.Uyang ^ ^ ^ ^^^ ^

sehingga dapat diketahui potensi kendato dan a«kP nsi,kendala dan arah pengembangannya yang mengarah
pada proses pendekatan perencanaan dan peranca„gan
BAB S: KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
KANTOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG SEBAGAI
LANDASAN KONSEPSUAL

17. KEASLIAN PENULISAN

dan membandin^kan dari beoerapa hasil tugas akhir lain yang mengambi, judul ya^
sama yakni tentang kan,or Pemerintah Daerah Tjl]gkat „
l.^Susandah,(lWrKantorKabupamMnM^B^taSekwSumatera

Selatan", Universiias Islam Indonesia.
Permasalahan :

Bagaimana meningkatkan hasilguna ^ ^^ ^ ^ ^^
peme^tahan, pembangtman dan pe^an kepada ^^ ^
menunjang citra kota.

Z.MardiSungkono,,^), "Penataan Kantor Pemerintah ^ ^^^
Tingkat UPonorogo", Universitas Islam Indonesia.



PermasaUhan: Bagaimatumemngka^, efekuftas da!ampenyelenggaraan menyangku,
segala fasilitas dan kelengkapannya.

Sedangk» Judu. permasalahan yang diangka, dari tugas akhir ini adalah: "Kantor
Pemenntah Daerah Tingkat „Temanggtmg Sebagai Wadah Penyelenggaraan Ofcnonn
Daerah".Daerah".

Permasalahan:

Bagaimana sistem perkantoran yang ban, bagi komplek kantor kabupaten Ternary
—i dengan peAembangan kegiatan pemerintahan, da,am usaha mewujudkan
pelaksanaan otonomi Daerah nrww rrpelaksanaan otonomi Daerah Tingkat JJ.



LATAR BELAKANG PERMASALAHAN " "

Umum

Perkembangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia
Perkembangan pelaksanaan otonomi daerah di propinsi Jawa Tengah
Khusus

Perkembangan otonomi daerah di kabupaten Temanggung

1.4. LINGKUP PEMBAHASAN
Ruing lingkup pcrlunya penataan
kembali komplek kabupaten sebagai
kawasan pusat pemerintahan.
Ruang lingkup tentang kebutuhan dan
kemampuan ruang sesuai dengan
perkembangan fungsi dan peranan
kantor kabupaten.
Ruang fingkup karakteristik
arsitektural bangunan pemerintahan
dikaitkan dengan kondisi lingkungan.
Ruang lingkup sistem penataan komplek
kabupaten yang meliputi unit bangunan
dan sistem sirkulasi.

•Ruang lingkup pada faktor yang
menyebabkan penambahan kegiatan
dengan aspek arsitektural.

PERMASALAHAN

Permasalaruui Umum
Bagaimana aspek pengembangan
kegiatan dengan segala rasilitasnya yang
akan diwadahi dalam sistem
perkantoran Pemerintahan Kabupaten
daerah Tingkat n Temanggung dalam
usaha untuk mewujudkan pelaksanaan
otonomi administxatif sesuai dengan
perkembangan potensi Daerah.

Permasalahan Khasus
• Bagaimana penataan dan pengetnbaagan

tata ruang dalam bagi perkantoran
Pemerintah Daerah yang ideal «Hr«Mr«n
dengan kondisi lahan yang terbatas.

• Bagaimana pola sirkulasi yang dapat
menunjukkan adanya kesatuan komplek
perkantoran pemerintahan Daerah.

• Bagaimana menampilkan bentnk fisik
bangunan kantor Kabupaten Daerah
Tingkat It Temanggung sebagai wadah
kegiatan perkantoran dan merupakan
pusat pemerintahan.

Analisa

- analisis kegiatan
- analisis tata ruang dalam
-analisisgubahan massa
- analisis penampflan bangunan

Kesimpulan

Konsep Dasar peiencanaan dan perancangan
Kantor Pemerintah Daerah Tingkat HTemanggung
sebagai landasan konsepsual
- Konsep dasarlokasi dan site
- Konsep dasar Zoning
- Konsep dasar tata ruang dalam
- Konsep dasar gubahan massa
- Konsep dasarstruktur
- Konsep dasar utilitas

- Konsep dasar penampilan bangunan

L3. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan :
Mengungkapkan konsep kantor
Kabupaten sebagai wadah kegiatan
pemerintahan yang ideal baei
pelaksanaan otonomi daerah.
2. Sasaran :

'Mengemukakan jenis dan karakter
rasUrtas kantor Kabupaten sebagai
wadah pengembangan kegiatan
pemerintahan yang ideal bagi
pelaksanaan otonomi daerah.

•Meqgemukakan kebutuhan ruang dan
besaran ruang sebagai wadah
Kegiatan pemerintahan dalam kaitannya
Eelaksanaan titik berat otonomi di

|aerah Tingkat H
• Mengemukakankonsep arsitektural

bangunan yang dapat mencerrnmkan
kondisi sebuah lingkungan
pemerintahan dalam kawasan
perkantoran serta pengaruh
lingkungan sekitar terhadap komplek
kantor kabupaten.

• Mengungkapkan sistem sirkulasi yang
dapat menunjukkan sebuah komplek
perkantoran yang terpadu.



BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
SEBAGAI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH

2.1. PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah un.uk mengatur
dan mengu™ nm.ah tangganya sendiri dengan peraturan perunda^-undangan yang
beriaku. Tujuanpemberian otonomi kepada daerah adalahunmkmemungkinkan daerah
ya^ber3Mgk„tonl^totomeI^nimaht^

oayagunadanhasilgur.penye.e^ga.aanpemerintal^daiamrar^pe^^
masyarakatdanpelaksanaanpembangunan. U„*kdapa,melaksanakantujuantersebu,
nukakepadadaerahperiudiberikanwewer^-wewena^unhUcmelaksanakan^^
urusan pemerintahan sebagai urusan rumahtangganya.

DaJamUUNoSTahunJ^jugateUhdite^skanbahwadalamnrngkamet^tkan
pelayanan terhadap masyaraka, dan pelaksanaan pembangunan, undang-undang
mele^kkan m berat otonomi pada Daerah Tingkat D, dengan pernmbangan bahwa
Daerah Tmgka, Man yang lebih langsung berhubungan dengan masyaraka, sehingga
omarapkan dapa, .ebih monger* dan memenuhi aspuasi-aspirasi masyaraka, tersebu,

Adapunn.ngenaipenyeraJ^uru^-un^pemerinuhankepadaDaerahdil^ukan
secara beriahap disesuaikan de^ankeadaan dan kemampuan Daerahyang bersangkuton
Dengan *»^n^aisio,o„ormto berbeda ante Daerah sau, dengan ya^Umnya



2.2. PENGERTIAN TENTANG PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
Pemertaah Daerah tingkat Dadalah Kepah Daerah Tingkat n(Bupad) dan Dewan

Perwakilan Rakya, Dae^ Tmgka, a Konsfruksi yang dcmjkim „ ^.^^
kerjasama yang serasi antara KepaIa Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakya, Daerah
un.uk menoapai tertib pemerintahan di daerah. Dengan demikian maka dalam
menyefcngg^akan pemerin<ahan daerch, ada pembagia, fugas yang jelas dan dalam
kedudukan yang s«na ^ antara Kepala Daerah dengan Dewan Penvakilan Rakya,
Daend, yain, Kepala Daerah memimpin bidang eksekuuf dan Dewan PeraMan ^
Daerah memimpin bidang legislatif.

Pe.aksana^programMbera.otonomidaerah di Tmgka.n, nusalnyadiPemerimahan
Daerah Tmgka,n Temanggung mengalami banyak perubahan dalam snultor organisasi,
ounana semuk, Sekrefcria, VWfcyah Daerah ndak dibantu o!eh dga asisten dan harvya
menuhki 6urusan bagian, ternya* pada Uhun mi menerapkan pola stnduur organisasi
yang diarahkan pada otonomi daerah yang nyata dan bertangpmg jawab sehmgga
mengalami banyak pe™bahan,ermasukdata kepengurusan kepala bag»„ yang menjadi
11 bagian.

SeWndaripadaitujugadatapenyelengga^Pemerm^Dae^mersac^ansh.dy
bandmg afcu mengaeu kepada model yang te,ah ditetapkan oleh pusa, tentang proyek
percontohan otonomi daerah yang date, hal ini Kabupaten Banyumas sebagai proyek
Pe.on^b^seluruhkabup.tenya^be^diJawaTe^ah.YangteW.diujise.ama
n^pereobaandna^undand^a^antehhberhasumengadakanpemben^seea^
menyehuuh baik to yang bersifa, non-fisik sepern skffl dan ketrampnan kerja pe.ona,
maupun aspek fisik yang meliputi sarana dan prasarana.

Dalampenyete^ga.aanpernerintahandiDaerahTmgkatnpemermM.melaksana^
beben.paasaspen^yakniasasumu^desen^asMekonsen^i.mgaspembanman.
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1. Asas Desentralisasi

Penyelenggaraan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat
atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.

2. Asas dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari pemerintahan atau kepala wilayah
atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat daerah.

3. Tugas pembantuan adalah turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang
ditugaskan kepada pemerintahan desa oleh pemerintahan atau pemerintahan daerah
tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang
menugaskannya.

4. Asas umum adalah pemerintah diwajibkan melaksanakan asas desentralisasi dan
dekonsentrasi didalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga menyelenggarakan
pemerintah di daerah menurut asas tugas pembantuan.

Pemberian otonomi kepada Daerah, asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama
dengan asas dekonsentrasi, asas dekonsentrasi bukansekedarkomplemen atau pelengkap
terhadap asas desentralisasi, akan tetapi sama pentJngnya dalam penyelenggaraan
pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada Daerah hams menunjang aspirasi perjuangan

rakyat, yakni memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan
rakyat Indonesia seluruhnya.

2. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan
bertanggungjawab.

3. Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi dengan
memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan.

4. Pemberian otonomi kepada Daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan
disamping aspek pendemokrasian.
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5- Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan
hasilguna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan
pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

2.3. UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
2.3.1. Unsur Pemerintah Daerah

1. Kepala Daerah

Undang-undangnomor 5Tahun 1974 tentangPokok-pokok Pemerintahan di daerah
Mengatur secara substansial tentang penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah
mengaturseca^Desent^^

berlandaskan azas Desentralisasi dan tugas pembantuan (Madebewind) didaerah.
Dalam hal ini Kepala Daerah sebagai penyelenggara bidang eksekutif mempunyai
dua lungsi, yaitu sebagai Kepala Daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan
dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah dan
berfungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelengaraan urusan
pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah. Kedudukan
Kepala Daerah selain unsur Pemerintah Daerah, Pimpinan seluruh Perangkat
Pemerintah Daerah, juga sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I. A<^^KepalaDa^

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menyelenggarakan segala urusan
Pemerintahan daerah tingkat HKepala Daerah sebagai Kepala Wilayah ditegaskan
bahwa Bupati Kepala Daerah berkewajiban untuk mmemimpin penyelenggaraan
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pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta
membina kehidupan masyarakat disegala bidang.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan rakyat Daerah adalah unsur Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuanpasal 13 ayat(l)Undang-undangNo.5 Tahun 1974, yangbertugas bersama
Bupati Kepala Daerah menetapkan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah. Adapun
fungsi dari DPRD adalah sebagai berikut:

a. Bersama-sama dengan Bupati Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah.
b. Bersama-sama dengan Bupati Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

cBersama-sama dengan Bupati Kepala Daerah melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang wewenang pelaksanaannya ditugaskan kepada Kepala Daerah.

d. Menjalin pelaksanaan kerjasama dengan Bupati Kepala Daerah.

2.3.2. Sekretariat Wilayah Daerah Sebagai Unsur Badan/StafDaerah
Sekretariat Daerah Tingkat Idiintegrasikan dengan Sekretariat Wilayah Propinsi

atau Ibukota Negara dan Sekretariat Daerah TingkatHdiintegrasikan dengan Sekretariat
Wilayah Kabupaten/Kotamadya. Dengan demikian Sekretariat Wilayah Daerah adalah
sekretariatyangmembantuKepalaDaerah dan Kepala Wilayah. Dengan Pengmtegrasian
kretariat ini, maka dapat diharapkan dayaguna dan hasilguna dalam penyelenggaraan
pekerjaan Pemerintahan.

Sekretaria, Wilayah/Daerah sebagai unsur s^fyang berada dibawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan
di Daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan.
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1. Sekretaris Wilayah Daerah Sebagai Sekretaris EksekuUf Daerah Tingkat II
Setwilda mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan
tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembangunan dan
perekonomian, pembinaan masyarakat serta pembinaan administrasi, organisasi tata
laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat
daerah dan instansivertikal.

2. Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II

Susunan organisasi Setwilda terdiri dari 3(tiga) asisten dan ll(sebelas) bagian dan
dibantu kelompok jabatan fungsional, yaitu :
a. Asisten :

1. Asisten Tata Praja (Asisten I).

2. Asisten Administrasi Pembangunan (Asisten U).
3. Asisten Administrasi (Asisten HI).

b. Bagian :

1. Bagian Pemerintahan

2. Bagian Pemerintahan Desa

3. Bagian Hukum

4. Bagian Hubungan Masyarakat

5. Bagian Perekonomian

6. Bagian Penyusunan Program

7. Bagian Sosial

8. Bagian Kepegawaian

9. Bagian Keuangan
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10. Bagian Organisasi

11. Bagian Umum

12. Bagian lain sesuai dengan kondisi Daerah masing -masing.
c Kelompok Fungsional

3. Tugas Dan Fungsi Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II
a. Asisten Tata Praja (Asisten I)

Asisten Tata Praja mempunyai mgas melakukan pembmaan penyelenggaraan
pemermtahan dan me^koordinasikan penunusan peraturan nerundang-unda^an
serta hubungan masyarakat.

b. Asisten Admmstrasi Pembangunan (Asisten H)

Asisten Administrasi Pembangunan, mempunyai mgas melaksanakan dan
mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
pelaksanaan perekonomian daerah, pembangumm dan kesejahteraan rakyat

c. Asisten Adniinistrasi (Asisten HI)

Asisten mberada di bawah dan berianggur* jawab tagsung kepada Sekretaris
Wtlayah/ Daerah. Tugas asisten III melaksanakan dan tnembina serta
me^kc^dinasikankepegawaian.keu^gan, cganisasidan^Waksana.rumah^ngga,
lata usaha dan kearsipan serta protokol dan kelengkapan.
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2.4. PERBEDAAN PEMERINTAHANOTONOMDANPEMERINTAHAN NON-
OTONOM

2.4.1. Pemerintahan Otonom

Dalam penyclengaraan Pemerintah Daerah urusan -urusan pemerintahan diserahkan
kepada daerah dengan asas desentalisasi pada yar* dasarnya menjadi wewenang dan
tanggungjawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan
kepada daerah, baik yang menyangku, penentuan kebijaksanaan, perencanaan,
pelaksanaan, maupun yang menyangku, segi-segi pembiayaatmya. Demikian pub
perangka, pelaksanaannya adalah perangka, daerah to sendiri, yato tenttama Dinas-
dinas Daerah,lihat Gambar 2.1.

Pemerintah Pusat /Tingkat I I _

j Pemerintah Daerah |

- Urusan Administratif

=Urusan Kebijaksanaan

Urusan daerah
Urusan daerah3

Gambar 2.1. Diagram pemerintahan otonom

2.4.2. Pemerintahan Non-Otonom

Urusan-urusan yang dilimpahkan kepada pemeritah dilaksanakan sepenuhnya oleh
pejabatpemerintahbulcanolehdaerahataudisebutmenganutas^
baik mengenai kebijaksanan, perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan semua
ditangani oleh pemerintah diatasnya, lihat Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Diagram pemerintahan
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- Urusan administratifdan
Kebijaksanaan

Urusan kebijaksanaan

Tidak mengurusi

non otonom

" Zo^ BERPENGARUH — ™ENGGARAANOTONOMI DAERAH

Padakonteks o,onomi ^erah di Indonesia tersebu, sebe^n,, beriaku konsep «.te^^^.atokekuasaanp^^^^^^^
Da.ahme^adnun,^eaumori^j,J&aPemerin^Daerah dengan admin,-
"". :th0ri,y « — - —*•—*-. umuk be^ama-saman^ukan Daerahny, maka volume admin^ amhority y3ng ada pada Daerah
^--^.olehkarenaberiambahn^^^. Dengan demikian aspek yang
n^M sesuai yang telah diungkapkan diatas harus b,a menghnbangi terhadap
n ^ "*** ™"*» * — dengan teori yar,
"-— oleh Smith(1979) dalam men^aji kebe^asUan pelaksanaanotenorm
yangberto,akpae.beberapavariab,e,anUrate,:&ngsi/nJgaspemeri,^bida„gtagffi
-—< « woayah. luga Teori dari lohanes Penrandez (1992) y^ ^
^analternanfunn^mempertegaste.okuk.^gpenun^^p^^
*>.am pe.aksar.an o,o„omi Daerah, anUra lain :Apara, Pemerimah, ins,tosio„al,



keuang*,. Dengan tnemnjau terhadap beberapa teori tercebu, dapa, disimpulkan bahwa
periu adanya perhatian khusus mengenai seitor Pemerintahan yar* dalam hal to
PetnennWDaerahTn^tndatohubur^yadenganpe.aisanaanotonomi Daerah
sesua, U.U. No. 5Tahun 1974. Yang didatemya periu adanya pemahaman bahwa titik
bexato.ononudiDaerahr.nglca.n.dapatdia^

ate Dad Ikepada Dati nbenma wewenang perencamum, pengauran, penggun^
penger.da.ian dan pengawasan date, penyelenggaraan Pemerinte, pembangunan dan
pembmaan kemasyarakatan di Daerah ymg bersangkutan.

Hyd. wewerung disatu pihak dan kemampuan di pihak lam, sebagai berikut •
-Pemberian wewenang yaitu pemberian kekuasaan dari pemerintah Pusa. ate Daerah

Tingkat I kepada Daerah Tingkat H

-Kemampuan (Fakteryar* diperiukan un.uk me,aksanaka„ «ugas sebagai akiba. dari
adanya penyerahan wewenang), terdiridari: Personal, sarana dan prasarana,

Pembuyaan/sumber dana. Tiga ha. tersebu, dapa, disingka. dengan isuTah 3P
Kenyatennya pada sampai saa. ini apa y»g dicetaskan dalam pasal 1, aya,(l,UU.
No. 5teun .974 belum teriaksan^ Maupun berjalan tersenda.-se.da, dan reahsasinya
belumsebagannanayangdiharapkar, ha, ini anUra hun disebabkan saUhsatimya fak,or
«-5T»» * l"3P" (ersebuf.

2.6. PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
Penyerahan urusan Daerah yang sudah sewajamya dan lebih efektifun.uk duakukan

o.eh Pemerinte Pusa, ate Pemerimah Daerah Tmgka, , kepada Pemerinte Daerah
Tmgka, ntemyaU hanya sebagian s,ja. Sebenamya Perinte tete mengganskan agar
penyerahanurusansecaraberjenjangtodilanjuftanpenyerahannyapacUDaerahTn^a,



Usebagam.ua diperiegas dalam PERMENDAGRI no. 4TAmm ^
«. cara pelaksanaan penyerahan urusan-un*an tertenru dari Daerah Tmgka, IkepadaDaerahTin^n.^^^^^^.^^^^^

Seografis yang menyebabkan adanya perbedaan penerapan ketentuan-ketentuan ate
^bmgan.bimb.ga, yang ,e,ah ada. Daerah rmgka, „date, kondisi yang semacam^.ebmberir^r^^
.ebmbesarp,daDaerahrmgkaUsehh,ggatitikbera,o,o„omitidakpadaDaerahti„gka,*«. kurang menjamin efektifitas penye^araan urusan dan menghamba, proses
pendewasaan bagi Daerah Tingka, „dalam menye.enggarakan Pemerinte Daerah



BAB 3

TINJAUAN KHUSUS

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

3.1. BATAS WILAYAH

Wflayah Ko<a Temanggung yMg bers<atus kota kabupaten di sebete mara dibagi
o.eh kawasan Maron (BWK B4), sebete seteu,«oleh kawasan Muda, (BWK
D4), sebete bara. dibafcsi o.eh kawasan Kebonsari (BWK B2), sebete timur dibaiasi
oleh kawasan Kowangan (BWK C3, Batas wuayah k„U im bna ditinjau dari jarmgan
jate, dmatasi oleh jalur arteri yang melingkar dipmggir (mar kota) untuk pernubungan
^ona.yangtidakmeWuipusa,^ yatoke arah selate Mageteg, utea Wonosobo

Kemudian jate ko.ek.or primer yang me^hubungkan K„ta Temanggung (melalui
pusa, Ko,a> dengar, Ko^kota diluar Kabupaten Temanggung mehputi I.. Suwandi S
n. Kariini, JI. Pahlawan, Jl. Ga.0, Subrote, JL Hayam WunUc dan II Sundoro

Kabupaten Temanggung .erdiri dari ,3 keeamate yang terbagi menjadi 3ke,ompok
wUayah Pembamu Bupati yaitu Parakar, Temanggung, Candiro.o. Untuk Kota
Temanggu^terrnasukdate.wi^ahPernbanmBu^Tema^gung. Wfcyahkecamate
Temanggung membawahi 5keeamate Dimana unfck ^yah kota ^ ^ ^
1kecamatan, 8desa/kelurahan, 43 RW, Hhat gambar 3.1.



J^HCMENCUSTR!
fl^KANICRPEMESlMI*
B^FAS SOS-EX

.SjFASPgCCKflN

SBJ OR REKREA9
t_4FAS BJDAft
i-jFAS PEFJ3ACA1AI-I
C^lKCNSfiRVASl

Gambar 3.1. Tata g»na tean teda^^^^^
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3.2. PERKEMBANGAN POTENSI DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
3.2.1. Sektor Perekonomian

Kedudukan kota Temanggung pada fungsi ekonomi wilayah pengaruhnya meliputi
wilayah Propinsi Jawa Tengah dan wilayah Kabupaten Temanggung. Namun kedudukan
kota Temanggung dalam konstelasi penyebaran perkotaan di Jawa Tengah kurang
menguntungkan, karena di luarjalur ekonomi Pusat-pusatpertumbuhan lebih cenderung
sebagai kota transit dari jalur selatan ke utara.

Secara geografis lokasi Temanggung untuk upaya peningkatan pertumbuhan aktivitas
yang berskalaregionalmemang kurang menguntungkan, sebagaimana telah diungkapkan
diatas bahwa lokasi geografis kota Temanggung tidak terlewati oleh sistem jaringan
jalan arteri regional yang menghubungkan kutub-kutub pertumbuhan ekonomi wilayah
sepertiKudus, Cilacap, Semarang, Solo, Tegal dan Pekalongan. Dari data volume trafic
yang disurvey oleh Direktorat Jendral Bina Marga menunjukkan bahwa traffic yang
menyimpang dari jalur traffic Semarang - Magelang relatif kecil, bahwa ada
kecenderungan ±80 %traffic tersebut adalah straight (langsung). Hal ini akan
berpengaruh pada laju pertumbuhan aktivitas ekonomi sosial kota Temanggung.

3.2.2. Sektor Pertanian

Kota Temanggung dalam konstelasi perkotaan di wilayah kabupaten Temanggung
merupakan kota transit dan kota pengumpul komoditi produk pertanian/perkebunan
yang akan dikirim keluar wilayah kabupaten Tenaanggung. Kota ParakansebagaiParakan
sebagai kota yang cukup tinggi fungsi ekonominya sebagai kota pengumpul hasil
perkebunan (tembakau) memberi keuntungan kepada kota Temanggung dalam
menjalankan fiingsinya sebagai kota transito produk pertanian.

Predikat sebagai penghasil tembakau lebih cenderung dikenal oleh kalangan pabrik



rokok besar. Keternbate 37.947 pekcja dar, ,338 uni, usaha pengotean dan
pcngenng*, .embakau yar* ada, memproduksi sejumte 6.842.8,9 ,o„. Pendapate
- sebagai .lahsatu penghante kenaikan pendapatan^^ ^
ke Belanda, Jerman Bara,, Belgia, Spanyol, dan USA.

3.2.3. Sektor Pemerintahan

Se^rPemeri„^merap^seWorutoymginendukimgfimgsike^
>-. khususnya pada kegiate pehmgkate pendapate Daerah dan penyerapan .enaga
kW sehmgga unh* mcnunja^ pembangunan sampai periode 2009 pusa, kegiate
pemerintean mi masih dipertean*an di wilayah pusa, ko,, yaitu di kelurahan
Temanggung Idan Temanggung JJ.

3.2.4. Perumahan

Kawasan pe^mahan mencapai 967 Ha dengan daya te,p„ng penduduk sejumlah
80.250 j,wa. Menuru. fungsi kawasan ada 2jenis yaitu :
.. Kawasan perumahan munu yaitu kawasan yang khusus unh* ,empa, tingga, saja,

yang dmerkirakan mencapai 70 *dan khusus „ntuk tempa. tinggal saj^ yang
Aperiurakan mencapai 70 %dan luas setauh kawasan pmmahm ^ ^ ^

XKawasanperumahandenganduamngsi.yaimsete.unnA.empa.tir^juga^tuk
berbudidayafhomemdusuijdengansyara.-syara.khusus. Kawasan ini290Hayang
desa Kowangan dan Desa Jurang.
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33. S.STEM PEMER.NTAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT „
TEMANGGUNG

Dalam upaya lebih me„i„gka,ka„ ke.ancaran dan efisiensi penye.enggaraan
pemerintean d, Daerah seria pelayanan kepada masyaraka,, maka peraturan Daerah
Tmgka,HTemanggu„gNo. ,0Tahu„,989 tenteg susunan organisasi dan tata kerja
Sekretea,Wi,ayah«aerahda„Sekrctea,De„a„Pen^R^atDae^Kabupaten
Daerah Tmgka, UTemanggung yang dimua, dalam lembaran daerah Kabupaten Daerah
Tmgka,nTemanggungNomor3teggal8Mare„990SeriDNom„r2dipa„dangtidak
-sua, tei dengan keadaan dewasa ini. Dengan keiuamya kepun.au Me„,eri Date,
Hegeri Nomor 28 Tahun .992 .enteg Pedoman Organisasi dan Tata keria Sekretaria,
Wi^yah^aerahKabupa.en^ote.adyaDaerahTmgka.IIser.tunmnyasura.MenteriDalam Negeri Nomor 06.../2402/S, tangga, 27 Agustus 1992 ^ ^.^
pcmbentukan OIgamsasi Setwilda Tingka, ndalam pola minima, plus sehingga periu
menetapkan kembah susunan organisasi dan tata kerja Sekretaria, WHayah/Daerah dan
Sekre«aria, Dewan Penvakite Daerah Tingka, nTemanggung. Perubahan ini sudah
dyalankan, dimana didalamnya .erjadi perubahan dan perkembangan kegia,an

Pada struktur orgar^i te,a Setwi.ua be,um mempunyai 3asisten masih membawahi
lang.ungkepalabagianyangada^^munpadakondisisaa.misudahtidakmemungkinkan
karena adanya pericembar^an kegiate pemerintean sehubungan de^an pelaksanaan
tihk beta, otonomi daerah di Daerah Tingka, H. Yang pada shnktur otgamsasi yang baru
(sesua, dengan peraturan tenteg o,o„„mi daerah) sekwi.da sudah mem* 3asisten
yato :asisten «. Praja (Asisten I), Asis.cn Administasi Pembangunan (Asisten n>
AsK,en Adnunisti-asi (Asisten m). Dengan kondisi Kepah, Bagian yang semu.a hanya «
Kepala Bagian pada stioUctur organisasi lama menjadi 1, Kepala Bagian
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3.3.1. Sekretariat Wilayah Daerah Sebagai Unsur Badan/StafDaerah

Setwilda dengan tugasnya membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas
pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
1- Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat wilayah/

daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

2. Pembinaan penyelenggaraanpemerintahan dalam artimengumpulkan danmenganalisa
data, merencanakan dan merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.

3. Pembinaanpelaksanaan pembangunan dalam arti mengumpulkandanmenganalisa
data, merencanakan dan merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau
perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian.

4. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data,
merencanakan dan merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau
perkembangan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan.

5. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan
teknis administratip kepada seluruh perangkat wilayah administratip dan instansi

vertikal.

6. Koordinasi perumusan peraturan pemndang-undangan dan pembinaan hukum yang
menyangkut tugas pokok pemerintahan di daerah dan penyusunan anggaran.

7. Pembinaankeamanandanketertiban dalam artimemeliharadanmembinakeamanan
dan ketertiban.

8. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

33.2. Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Temanggung
Susunan organisasi Setwilda terdiri dari 3(tiga) asisten dan 11 (sebelas) bagman dan
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dibantu kelompok jabatan fungsional, yaitu :
1. Asisten :

a. Asisten tata Praja (Asisten I)

b. Asisten Administrasi Pembangunan
(Asisten II)

c Asisten Administrasi (Asisten JJI)
2. Bagian :

a. Bagian Pemerintahan

b. Bagian Pemerintahan Desa

c Bagian Hukum

d. Bagian Hubungan Masyarakat

e. Bagian Perekonomian

f. Bagian Penyusunan Program

g. Bagian Sosial

h. Bagian Kepegawaian

i. Bagian Keuangan

j- BagianOrganisasi

k.Bagian Umum

3. Kelompok Fungsional

3.3.3. Tugas Dan Fungsi Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II
1. Asisten Tata Praja (Asisten I)

a. Tugas Asisten Tata Praja :

1). Merumusan bahan kebijaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknis
serta memantau penyelenggaraan pemerintahan.



2). Melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
3).Menyu^bahankeb^^

4). Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
b. Asisten Tata Praja (asisten I) terdiri dari :

l).BagteTaUPemcrmtean,bermgasme,aks»akanpenyusuna„pro^da„pelunjuk
kms pemmnaan penyelengaraan pemerintean umum perangka, wilayah/daerah,
administrasi kependudukan dan ketertiban.

a). Fungsi Bagian Tata Pemerintahan :

-MengumpuBcan bahan pembinaan koordinasi instesi veriikal oleh Kepala
Wilayah date, penyelenggaraan pemerintean dan penyusunan reneana pro
gram dan pehmjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintean.

-MengumpuKan bahan dan menganalisa da* serta memberikan pertimbangan
dalam rangka pembinaan perangkat Wilayah/Daerah .

-Mengumpulkan bahan penyu^ pedoman ^ ^.^^^^
dan pembinaan administrasi kependudukan.

pemeliharaan ketertiban umum.

-MengumpuBcan bahan penyusunan pedoman dan penmjuk teknis pembinaan
peningkatan sumber pendapatan Daerah.

b). Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :

- Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum.

- Sub Bagian Pe rangkat Wilayah/Daerah.

- Sub Bagian Administrasi Kependudukan.

- Sub bagian Ketertiban Umum.
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^.Pemerintean^sabertugasme^anakanpenyusu^nped^^^.^^
pembinaan pem-eteggaraan ter pemerintean desalcelurahan, perangka, dan
admnusti^i des* pe^emba^an dan lembaga desa serta pendapate dan kekayaan
desa/kelurahan.

a). Fungsi bagian pemerintahan desa :

-Mengunpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tekrus pembinaan
pelaksanaan hubungan masyarakat.

-Melaksa^kan hubungan ante pemerinte daerah dengan masyaraka, umum
dan organisasi kemasyarakate un.uk memperjelas kebijakan pimp^

dan kegiatan pemerintah daerah.

-Metesa^kan inventesasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan
penerbitan

b). Bagian hubungan masyarakat terdiri dari :

- Sub Bagian Pengumpulan mfoimasi

- Sub BagianPemberitaan.

2. Asisten Administrasi Pembangunan (Asisten II)

Asisten administrasi pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan dan
mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan
perekonomiaan daerah, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
a. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, asisten Hmempunyai fungsi:

1). Mengkoordmasikanpenyusunanpedomandanpemnjuktek^
peningkatanprosduksi pertanian, petemakan, perikanan, perkebunan, industri,
pertambangan dan energy pariwisata, koperasi, perkreditan, permodalan, perusahaan
dan perbankan daerah serta transport^ dan komunikasi serta lingkungan hidup



2). Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk tekms pembinaan dan
pembenan bantuan daerah, pembangunan ante daerah dan ante sektor

^.Mengkoordmasikanpen^^p.d^^^^^^^^^
—I pemberian bantuan serta pe.ayana„ dibidang kesehatan masyarakat,

ketenagakerjaan dan transmigrasi.

4). Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan ^juk teknis pembinaan dibidang
agama, pendidikan dan kebudayaan.

b. Asisten JJ terdiri dari:

D-Bagteperekonomian, bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pe^usunan
pedoman dan pehmjuk teknis pembmaan, serta mamante perkembangan dibida^
sarar* perekonomian dan penmgkate produksi serta pembmaan Hngkunganhidup.

a). Fungsi bagian perekonomian adalah:

-Mengumpufcan bahan per^ pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
abrdang produksi pertanian, petemaka* perikanan, perkebunan, industri,
pertambangan energi serta kepariwisataan.

-Mer^umputa, bahan penyusunan pedoman dan pehmjuk teknis pembinaan
dlfadang perkoperasian, perkredite, dan permodalan.

-MengumpuKan bahan penyu™ pedoman dan petejuk teknis pembmaan
dibidang perusahaan dan perbankan.

-Men^pufcan bahan peny^an pedoman dan petejuk teknis pembinaan
transportasi dan komunikasi.

b). Bagian perekonomian terdiri dari:

-Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I.
-Sub Bagian Produksi Daerah Bidang JJ.
- Sub Bagian Lingkungan Hidup.



2). Bagian penyusunan program, bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan
Penyusunan pedoman dan petun.uk teknis pembmaan program ke,, serta

pengendalian administrasi pembangunan dan pelaporan.
a). Penyusunan program mempunyai fungsi:

-Mengumpulkan bahan koordinasi dan penyusunan"an penyusunan program tahunan
pembangunan daerah.

-Meteukan penman adnunistrasi pembangun™ yang dmiayai
APBD, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lahmya

-Mengumpufcan bahan dan mengadministiasikan program bamuan
^bangunan dari Daerah Ttagka^ Pemerinte pusa, dan bamuan pihak

-MCakukan anaUsa dan evamasi dan ,ap„ran^^^^
°). Bagian penyusunan program terdiri dari :

- Sub Bagian Program Kerja.

- Sub Bagian Pengendahan.

- Sub Bagian Pelaporan.

^sosi^bertugasmelaksanakan^^^
a). Bagian Sosial mempunyai fungsi:

-MengumpuKan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembmaan
dibidang kesejahteraan rakyat.

-Mengkoordinasikan ^ memantau ^^^^ ^
pelayanan dan bantuan sosial.

-Mengumpulkan danraCngoteda.set,menyiapkansarandar,perthnbangan
* "^^^'^«•*-• "«* bereneana dan hansmigrasi

-Mengumpulkanctemer^oteda.sertam^pkanb^^^^^
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dan petunjuk teknis pembmaan dibidang agama dan sosial budaya
-MengumpuKan dan mengote da. serta menyiapkan pedoman dan petanjuk teknis

pembmaan dibidang penman, generasi muda, olahraga dan peranan warn, serta
ketenagakerjaan.

b). Bagian Sosial terdiri dari :

- Sub Bagian Kesejahteraan.

"Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
-Sub Bgian Pemuda, Olahraga Dan Peranan Wanita.

3. Asisten Administrasi (Asisten III)

a- Unmk melaksanakan .ugasnya asisten admimsti^i mempunyai (ungsi •
•). Melaksanakan koordi.si penyusunan pedoman ^ penmj^ teknis pembinaan

kepegawaian serta tata usaha kepegawaian.

2). Melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan pehmjuk teknis pembmaan
organisasi dan tatalaksana.

3). Melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
urusan rtnnahtegga, «. usaha dan kearsipan, proteko, dan kelengkapan.

b. Asisten adminislrasi (asisten ffl) terdiri dari :
1). BagianKepegawaian, ^m^meW.a.kanp^,^,^^^

penyusu^n pedoman dan petu„juk^^^ ^^^^
serta melaksanakan mutasi pegawai dan te, usaha pegawaian.
a). Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:

-^•^-an^-ngotedausertamempersiapkanperanoran perundang-
undangan dibidang kepegawaian.

-Mengumpufcan dan mengote mu«asi dan te, usaha kepegawaian
-Mengumputtan dan mengote da. serta menyiapkan penyusunan program
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^ petunjuk teknis pembmaan dan pengembangan karier pegawa,
seoa penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai.

-MengmupuKan bahan pe.aksanaa„ ujian dinas serta pemberian pengnargaan teda
jasa.

b). Bagian Kepegawaian terdiri dari :

- Sub Bagian Umum Kepegawaian.

- Sub Bagian Pengembangan Pegawai.
- Sub Bagian Diklat Pegawai.

2). Bagian Keuangarr, bertugas melaksanakan mengkoordinasikan penyusunan rencana
APBD, perubahan dan perhtongan APBD serta membina adminishasi keuangan.

a). Bagian Keuangan mempunyai:

-MengmnpuUcan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan rencana APBD,
perubahan dan pertimbangan APBD.

- Mengelola administrasi keuangan daerah.

-Menguji kebenaran penagihan dan penerbite sura, penntah membayar uang
(SPMU) dan mengadakan pemeriksaan administrasi keuangan serta membma
perbendaharaan.

-Mengumpulkan dan mengkoordinaskan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan adniinistrasi keuangan.

b). Bagian keuangan terdiri dari :

- Sub Bagian Anggaran.

- Sub Bagian Pembukuan.

- Sub Bagian Perbendaharaan.

3). Bagian Organisasi bertugas melaksanakan penyusunan pedoman dan pehmjuk teknis
pembmaan kelembagaan, ketaWaksanaan, pembmaan aparatur negara> menge,0,a
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perpustakaan, dan pengolahan data.

a). Bagian Organisasi mempunyai fungsi :
-Met^pu^dan^^^^^^^^^^
kelembagaan.

-Mengumpufcan bahan penyusunan pedoiMn da„ ^ ^^^
ketealaksanaan yang mehputi tea kerja, metede kerja dan prosedur kerja

-Mengumpulkan bahan penyusuMn pedomm ^ ^^ ^ ^^
pendayagunaan Aparahrr Negara serta menge.ola dan mengembangkan
perpustakaan.

-Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis sistem
Pengumpuian, pengolahan dan penajian data.

b). Bagian Organisasi terdiri dari :

- Sub Bagian Kelembagaan.

- Sub Bagian Ketatalaksanaan.

- Sub Bagian Perpustakaan.

- Sub Bagian Pengolahan Data.

4). Bagian Umum, bertugas melaksanakan un.au ter usaha, pembinaan keatsipan,
nm-ah tangga, periengkapan, keamamm date, perjatean dan protoko,.
a). Bagian Umum mempunyai fungsi :

-Melakukan urusan tata usaha pimpinan.
-Melakukan pembinaan kearsipan.

-Melakukan urusan periengkapan.

-Melakukan urusan keamanan dalam terhadap p^onil, material dan informasi
-Melakukan urusan protokol dan perjalanan dinas.

b). Bagian Umum terdiri dari :

urusan
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-Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Dan Keuangan Setwilda.
-Sub Bagian Periengkapan Dan Rumah Tangga.
- Sub Bagian Sandi Dan Telekomunikasi.

- Sub Bagian Perjalanan Dan Protokol.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabate fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Pemerintean Daerah sesuai der^an keahlian dan kebumhan. Kelompok jabate
^ona, dimaksud date, pasa. 59 Peraturan Daerah Tmgka.„Temanggung terdiri
dan sejurtdah tenaga, dalam jenjang jabate fungsional yang tertagi date, berbagai

teagafungsiona.semoryan.dinmj^olehpejaba.yar^benvenangdanbertar^gung
jawab kepada Sekwilda.

3.4. KOND.SI KOMPLEK KANTOR PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG ••»

3.4.1. Kondisi Perka„toran Dalam Lingkup Kawasan Pusa, Kota
Kanter Pemerinte Daerah sebagai komP,ek mama pusa, pemerintean adate

merupakan .embaga yang bertugas melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan
pemerintean di daerah, melaksanakan pemban^an dan perekonomian, pembmaan
masyaraka.sertapembinaanadm^t^ikepadaseluruhpe.at^.daerah^

Perkemba^ankegiatepemerintean, sehmggamengakibatkan tidakmampunyafas^
u*uk mewadahi kegiate tersebu,. Yang hal Ŵ ^ ^ ^ ^^
kawasan lampiroso yang mengateu pe*emba„gan khususnya di bidang Pe„yediaa„



«- •*- pemerintean. Dari memband.gkan perkembangan kawasan pada
tahun 1989 dan tahun 19Q* f~xu ♦ u L»anun 1996, terHhat bahwa pada tahun 1Q«q ^ .
kah,mat^ ^ Perkembangan kantor^^**«^.^tallllihltaiiiIiiii-
^angkomp.kute.hhatOambar.Z Namunpadateun.99o,etemengalami

^ep.sedangkanja.ursepanjangk^p.ekperican.orandimmp^
«*keg^te rutimtas perkanteran, ape, pagi dan steg, Khar Oambar33

G»bar,2.peri£em^kan,orkabuPa,e„DaenUirmgkatn
Temanggung tahun 1989 «*«u.

Oamba, 3.3. perkern^ ka„tor.^^
iemanggung. tahun 1996
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3.4.2. Kondisi Site Kantor Pemerintah Daerah

'-ya.a mengalami perkembangan bempa penambahan ruang sebagai fasihte
perkantoran liha, Gambar 3.6.

40

Gambar 3.6. Site kantor Kabupaten
3.5. TATAMASA UNIT-UNIT BANGUNAN

Kondisi unit-utu, bangunan pada saa. ini behnn ^.ompok dengan baik yan,

efcetea, .dayah daerah yang tersebar dan tidak te*e,omp.k sesuai as,«en-asL
Sekwnda yang membawahinya. Yang disebabkan oleh •

yangjelas menuntutadanvastniktiirnrrT,^- •
yaStnto0^^^y^^bmlengkaPdalammelaksanakan

tugas sebagai Pemerintah Daerah.

b.Kondisikomp,ekPerka„,ora„yangadakKsuaidengankaraktersebuah

mentpakan proses penmate site «buah komplek hurtian seorang kapten dalam
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bangsa China yang bersifat hanya adanya alih fungsi dan proses selanjutnya mengalami

penambahan dan pembenahan.

3.6. TATA RUANG KERJA

Seperti telah diungkapkan pada perkembangan kondisi site, dari yakni dengan

membandingkan keadaan tahun 1989 dengan keadaan tahun 1996. Ternyata tata ruang

mengalami perubahan yang cukup banyak dan tidak lagi terwadahi dengan baik. Dimana

dapat diperinci sebagai berikut:

a.Kondisi Tata ruang dipengaruhi oleh perubahan susunan struktur organisasi Pemerintah

Daerah yang semula Setwilda hanya terdiri 6 Kepala Bagian sekarang mengalami.

perubahan menjadi 11 kepala bagian dengan tugas dan fungsi yang lebih banyak dan

lengkap.

b. Adanya penempatan danpemanfaatan ruang-ruang wadah kegiatan perkantoran yang

didorong oleh tuntutan kebutuhan yang bersifat urgens untuk segera direalisasi demi

kelancaran kerja. Yakni seperti diungkapkan diatas bila secara arsitektural dengan kondisi

strukturyang mengalami perubahan tersebut temyata harus segera membentuk beberapa

wadah bagi Kepala Bagian berikut Kepala Sub Bagian dan staf.

3.7. UNGKAPAN ARSITEKTUR

Kondisi bentuk fisik bangunan secara keseluruhan didcKninan arsitektur lokal dan

bersifat memusat. Kantordinas Bupati Kepala Daerah sebagai pusat dariseluruh komplek

pemerintahansebagaiungkapan simbolis yang menunjukkan hirarkhijabatan dan berusaha

menunjukkan menciptakan kewibawaan sebuah pusatperkantoran pemerintahan. Kantor

Dinas Bupati sebagaipusat ditunjukkan dengan dominasi arsitektur tradisional Jawa berupa

pendopo (bangsal Jenar).



BAB 4

KANTOR PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II

TEMANGGUNG SEBAGAI PEMERINTAHAN OTONOM

4.1. ANALISIS KEGIATAN

Untuk menentukan pembagian zone pelayanan dan zone pembagi unit kerja pada
kegratan pemerintahan periu adanya klasifikasi tingkat pelayanan. Frekuensi hubungan
kerja ini dikelompokkan berdasarkan hirarki jabatan, lihat Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Klasifikasi frekuensi pelayanan
No unsur

Perangkat
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Dan tabel d^> dapatdismp^a, clari beberapa u^t kerja ada yang,ebmbany^
dalam aspek pelayanan kepada beberapa unsur yang dilayani dibanding unit kerja lain
Danhalinijugamenunju^anbahwasekahpundalamhi^khijab^
namun tidak selalu dalam kelompok unit-unit tersebut

tingkat pelayanan yang sama,lihat Gambar 4.1.
ara keseluruhan mempunyai

Gambar 4.1. Pengelompokkan frekuensi pelayanan
untuklebmmemperjelas^

sendiri yang dibuat dengan matrik, lihat Gambar 4.2.



1a• Bupati

b. Sekwilda

c. Asisten I

1. Pern umum v

2. Pern Desa

3. Hukum

4. Humas

d. Asisten II

5. Prekonomian

6 Penyl Proga

7. Sosial

e. Asisten III

8. Kepegawaian

9. Keuangan

10. Organisasi

11. Umum

Gambar 4.2. Matrik hubungan kerja
— = Jarang

"+" = erat

© =sangaterat
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kese,„ruha„ mula, dan Bupau. Sek„i,da, Asisten Sekwdda dan kepa,a Ba^an

Gambar 4.3. Skema hubungan kerja

Penge,0mpokka„^t_be^p^_^^t)yang^
,Bawaru,a. Secara garis Besar pola huBungan ke,a Penman Daera„ _
eseluruhau dapa, dike.ompokkan sepern Oagan 2(a, Se.amun.a un.uk menunjukkan

huhungankeoayang.ehinterpe^^^^^^^^
yang terdh, daHkepaia Bagian. Oari s„em ja^an ke,a tersehu, akan menjadi 'J
jelas untuk menentukan pemhagian z„ne-zo„e n^g kerja.
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Zone-zone tersebut dapat dibagi menjadi 4macam :

Zone Tepi :Pembatas dengan kegiatan luar.

Zone Transisi :Untuk pelayanan masyarakat.

Zone Tengah :Pusat kegiatan pemerintahan.

Zone Pusat :Zone sentraL penyatu, sebagai zone paling private.

4.2. TATARUANG DALAM

4.2.1. Jenis Ruang

Dalam penataan ruang kerja dituntut adanya kemampuan ruang untuk menciptakan
hasil kerja yang optimal sesuai kondisi kebutuhan.

Alternatifpenataan ruang didasarkan atas teori tentang bentuk ruang yang meliputi :
Ruang sosiofugal: Sifat ruang cenderung untuk memisahkan masing-masing individu
sehingga tercipta suasana yang bersifat private, lihat Gambar 4.4., 4.5.

Kesan terisolasi

Gambar 4.4. Ruang sosiofugal
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O
Gambar 4.5. Ruang sosiofugal

Kegia.an didalamnya memBurnhkan n^ng khusus yang
huhungan atau komunikasi dengan orang lain.
Ruang sosiopetal:

-Cenderung untuk menyatukan individu -individu sehingg,
-Ruang tidak dihalangi oleh dinding atau elemen lain
individu dan dalam ruang bisa lebih bebas memberikan

a tercipta interaksi.

agar bisa saling komunikasi antar

pelayanan.

ang sosiopetal

oon

u o o

Gambar 4.7. RlJang sosiopeta]



ruang rapat besar
ruang kerja staf,
ruang aula pertenuan
bentuk berjajar

o
1 "

Q Q
1 1

1=1 i i O

o
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Gambar 4.8. Ruang sosiopetal

4.2.2. PENGELOMPOKANRUANG

Pertimbangan pengelompokan ruang didasarkan atas kemudahan koordinasi,
pengendahan kerja dan pencapaian antar masing-masing unit dalam komplek bangunan
Setwilda.

Pengelompokan ruang berdasarkan hirarkhi pelayanan dapat diklasifikasilcan sebagai
berikut

- Private : ruang kerja, ruang arsip

- semiprivate : ruang aula pertemuan, ruang tamu.

-Semipublic :ruang Musholla, halaman, tempat upacara.
- Service : ruang toilet, ruang ganti, parkir.

Pengelompokan ruang khusus untuk ruang kerja berdasarkan hirarkhi pelayanan :
-Private :ruang kerja Bupati, Sekwilda, Kepala Bagian, ruang rapat.
-semiprivate :ruang kerja Kepala sub bagian ,pegawai (staf), sekretaris pribadi dan
ajudan Bupati.



Pengelompokan ruang berdasarkan pertimbangan jumlah personil adalah
1. Kelompok ruang Kerja Utama.

a. Unit Kerja Bupati Kepala Daerah

'JuiiiiliHuS'*-

- Ruang kerja 15 personil

- Ruang Rapat Bupati, Sekwilda,

Asisten, Kabag

- Ruang tamu

(tunggu) 12 personil

- Ruang arsip
asumsi

- Ruang StafPribadi

dan ajudan 4 personil

b. UnitKerja Sekretaris Wilayah daerah

- Ruang Sekretaris

Bupati 1 personil

-Ruang staf 4 personil

-Ruang tamu 6 orang

- Ruang rapat 6 personil

- Ruang arsip
asumsi

. Unit Asisten Tata Praja (Asisten I)

- Ruang asisten

Tata Praja 1 personil

- Ruang tamu 6 orang

- Ruang rapat 6 personil '>'^s •te-V'"

Ruang staf 2pereoniI
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- Ruang arsip asumsi

1). Unit Kabag TataPemerintahan

- Ruang kabag

- Ruang Kasubag

- Ruang staf

- Ruang tamu

- Ruang rapat

- Ruang arsip

1 personil

4 personil

32 personil

6 orang

12 personil

asumsi

2). UnitKabag Pemerintahan Desa

-Ruangkabag i personil

- Ruang kasubag

- Ruang staf

- Ruang tamu

- Ruang rapat

- Ruang arsip

3). Unit Kabag Hukum

- Ruang kabag

- Ruang Kasubag

- Ruang staf

- Ruang tamu

- Ruang rapat

- Ruang arsip

4 personil

10 personil

6 orang

6 personil

asumsi

1 personil

3 personil

8 personil

6 orang

6 personil

asumsi
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4). Unit Kabag Hubungan Masyarakat

-Ruangkabag i personil

- Ruang Kasubag 3 personil

-Ruang staf 11 personil

-Ruangtamu 6 orang

-Ruangrapat 6 personil

- Ruang arsip asumsi

d. Unit Asisten Administrasi Pembangunan

-Ruang asisten administrasi

pembangunan 1 personil

-Ruangstaf 2 personil

-Ruangtamu 6 orang

-Ruangrapat 4 perS0nil

- Ruang arsip asumsi

1). Unit Kabag Perekonomian

-Ruang kabag 1 persomi

- Ruang Kasubag 3 personil

-Ruangstaf 15 personil

-Ruangtamu 6 orang

-Ruangrapat 6 personil

- Ruang arsip asUmsi

2). Unit Kabag Penyusunan Program

-Ruang kabag 1 personil

- Ruang Kasubag 3 personil
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- Ruang staf

- Ruang tamu

- Ruang rapat

- Ruang arsip

3). Unit Kabag Sosial

- Ruang kabag

- Ruang Kasubag

- Ruang staf

- Ruang tamu

- Ruang rapat

- Ruang arsip

e. Unit Asisten Administrasi (Asisten JJ)
- Ruang asisten Administrasi

(Asistanl) , pen5ona

-Ruangtamu 4orang
-Ruang rapat 3pereom,
-Ruang arsip ^^

1). Unit Kabag Kepegawaian

- Ruang kabag

- Ruang Kasubag

-Ruang staf

-Ruang tamu

- Ruang rapat

- Ruang arsip

10 personil

6 orang

8 personil

asumsi

1 personil

3 personil

10 personil

6 orang

8 personil

asumsi

1 personil

4 personil

12 personil

6 orang

6 personil

asumsi
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2). Unit Kabag Keuangan

- Ruangkabag
1 personil

- Ruang Kasubag
4 personil

- Ruang staf
28 personil

- Ruang tamu 6 orang

- Ruang rapat
12 personil

- Ruang arsip
asumsi

3). Unit Kabag Organisasi

- Ruang kabag
1 personil

- Ruang Kasubag
1 personil

- Ruang staf
7 personil

-Ruang tamu 6 orang

- Ruangrapat
6 personil

- Ruangarsip
asumsi

4). Unit Kabag Umum

- Ruang kabag
1 personil

- Ruang Kasubag
4 personil

- Ruang staf
59 personil

- Ruang tamu 6 orang

- Ruang rapat
30 personil

- Ruang arsip
asumsi

2- Kelompok Ruang Pelayanan Dan Pemmjang
a. Unit Pertemuan
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- Ruang aula
400 Personil

- Ruang toilet
asumsi

- Ruang rapat besar
50 personil

b. Unit Musholla

- Ruang solat
asumsi ± 40%

- Ruang Wudhu
asumsi

c Unit Hall
asumsi

d. Unit informasi dan penjaga
asumsi

e. Unit Kantin
asumsi ± 40 %

f. Unit Parkir Private
asumsi

g. Unit Parkir Umum
asumsi

h. Unit garasi khusus
asumsi

i. unit garasi Dinas
asumsi

j. Unit Kesenian
3 unit

3. Kelompok Ruang Service

a. Unit Gudang
asumsi

b. Unit Genset
2 unit

c Unit Pompa
asumsi

d. Unit Periengkapan
asumsi

- Sound system

- Podium

-Ohp

- Pertukangan

- Pertamanan

e. Unit MEE
asumsi
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4.2.3. Besaran Ruang

Daiammenenndcan^^^^^^^^^^^^^
dengan pusa, pemerimahan yang akan diarahkan pada program pe,aksanaa„ o.onomi
Daerah.

Yang menjadi pertimbangan perhitungan besaran ruang adalah :
- Jumlah personal (pegawai)
- Ruangkerja

- Pergerakan pelaku

- Jumlah sarana kerja

-Dimensi peralatan dan sarana kerja kantor

Sesuai dengan sfcndard penge.ompokan ruang dia,as maka Besaran ruang dapa,
ditentukan sebagai berikut:

Kebutuhan besaran ruang kantor oapa, mtwg dengan dua ^ ^
-R. gerak orang (misa, sUndard perorangan xjumUh orang, +, TamBahan un«uk

sarana penunjang +faklor unluk sirkulasi utama.

-R-bebas unmk bukan orang. misa, R. mesin, perpustakaan, dimana ,ebih te-gantung
padabanyaknya pera,a«a„ dibandingkan jumlah orang yang^^
kerjanya, sehingga untuk menghitungnya dapa, digunakan dasar pericira^praWs
dan benda-benda te.ebu,, kemudian diUmbahkan untuk sirkuhsi utama

kebutuhan Besaran Ruang se.ain mempeAankan terhadap teknis perhinmgan nya juga
sanga, berkai^n de^an unsur pelaku ke^an serta Besaran beberapa e,emen peming
penyusunseBagaibagiandaUm^ruangda.amBagikegU^uni.pe^anteran.^^
besaran ruang yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:



6,0 cm
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1. Standard ruang rapat

a. RuangRapatBupati.

Pengguna ruang rapat khusus bupati diperunfukkan bagi Bupati, Sekwilda, 3Asisten
dan Kepala Bagian. Disamping itu juga berfungsi sebagai ruang penerima tamu
dengan jumlah terbatas, lihat Gambar 4.9.

(standar setiap orang =1,5 - 2,0 m2).

20%
I

o n

D
y o

GamBar 4.9. Ruang rapat Bupati

150cm
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b. Ruang rapat koordinasi jajaran Setwilda dan Kepala Dinas.
Ruang ini menampung persona ,ebih besar dari pada ruang rapa, khusus dengan
kapasitas 50 orang. sebab minimal yang bans diwadahi meliputi Bupati, Sekwilda, 3

Asisten Sekwjda, Kepala Bagian, .4Kepa.adinas. Sedang un.uk kemungkinan kegiatan
pertemuan/rapa, lain kemampuan daya tampung tnang mi ±50 orang, Bha, Gambar
4.10.

(standar setiap orang =1,5-2,0 m2).

55 cm

60cm

Gambar 4.10. Ruang rapat koordinasi

jajaran setwilda dan kepala dinas

150cm

55 c m

150 c m
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d. Ruang Rapat Kepala Bagian

Ruang mi hanya diperuntukkan Bagi rapat yang berstfa, terbatas pada ungkungan
stafkepala bagian dengan jumlah personil ±«. gorang, mat Gambu 4n

(Standard setiap orang 1,5 - 2,0 m2)

150cm

60cm

Gambar 4.12. Ruang rapat kepala bagian
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150 cm

40cm

2. Ruang Bupati

- Ruang kerja + ruang tamu terdiri dari :

Setiap orang 1,5 m2 x 12 (tamu) :22,5 m2

Khusus Bupati 3 m2 x 1 :3 m2

Filling kabinet :1,6 m2

Almari buku 2,0 x 0,50 m : 1,0 m2

- Ruang StafPribadi

Stafpribadi l,5m2x4 : 6,0 m2

Filling kabinet : 1,6 m2

J-avatory : 6,0 m2

- Tempat arsip diasumsikan 3 s.3,2 : 9,6 m2

- Sirkulasi 20 %, lihat Gambar 4.14.

50 cm

Gambar 4.14. Ruang Bupati

150cm

60

100 cm



3. Ruang Sekwilda

-Ruang tamu +ruang kerja +ruang rapat
Ruang kerja Khusus Sekwilda 2,0 m2: 2,0 m2
Ruang tamu/rapat (1,5 m2 x6) :9>0 m2

-Ruang staf 1,5 m2x4 :60m2
-Ruang Arsip asumsi 3x4 .2m2

(lihat Gambar 4.15.)

40cm

135cm

150 cm 150 cm

Gambar 4.15. Ruang Sekwilda
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150 cm

4. Ruang Asisten Sekwilda

- Riiang kerja asisten 2,0m2 x 1

- Ruang rapat/tamu 1,5 m2 x 6

- Filing kabinet 1,6 m2 x 1

-Ruang staf l,5m2x3

- Filling kabinet 1,6 m2 x 3

- Ruang arsip asumsi 3x4

(Lihat Gambar: 4.16)

: 2,0 m2

: 9,0 m2

: 1,6 m2

:4,5 m2

: 4,8 m2

:12m2

100cm

120 cm 60cm

Gambar 4.16.: Ruang Asisten Sekwilda
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5. Ruang kepala bagian

- Ruang kerja Kabag 2,0 m2 x1 : 2,0 m2

- Filing kabinet 1,6 m2 x1 : 1,6 m2

- Ruang tamu/rapat 1,5 m2 x6 :9,0 2

-Ruang staf 1,5 m2 x sesuai jumlah stafyang ada.
- Filing kabinet 1,6 m2 xjumlah staf : 1,6 m2

- Ruang arsip asumsi 3x4 : 12m2

(Lihai Gambar 4.17.)

Gambar 4.17. Ruang Kepala Bagian

63

150Cm

150cm

100 cm
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6. Ruang Penerima/penjaga/Hall

- Ruang penjaga 16,00 m2

- Ruang tunggu (0,75 x 6)

- Ruang Telephon 1m2 x2 2,00 m2

- Ruang Operator (Informasi) 12,00 m2

7. Ruang Toilet Pegawai

Berdasarkan standart (office Adrninistration and Office Planning Design):
- Setiap 150 orang membutuhkan 6buah WC dan 6Buah urinoir.

-Setiap penambahan 40 oran diperiukan penambahan masing-masing 1buah WC
dan 1 Buah Urinoir.

Jumlah personal Pemerintah daerah 259 pegawai
dengan kriteria :

- 180 Pria.

- 79Wanita.

Maka kebutuhan besaran ruang toilet:

Dimensi ruang WC = 2 x 1,5 m2

Dimensi urinoir =0,75 x 1,5 m2

Jadi kebutuhan WC

-WC pria 7 buah =18m2

- Orinoir 7 buah = 6,75 m2

- WC wanita 4 buah = 15 m2

8. Musholla
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- Jumlah total pegawai 400 orang

- Yang beragama Islam ± 80 %

- Waktu sholat setiap orang ±15 menit

- Ruang sholat per orang 0,8 m2

- Ruang Imam + sirkulasi 15 %=4,68 m2

- Wudhu = 24,00 m 2

Jadi kebutuhan luas ruang :

ruang sholat 0,8 x320 =256 (dijadikan 2tahap), maka 256/2 =128
Total Luas Musholla =

128,00 m2

24,00 m2

152,00 m2

9. Ruang Parkir

Jenis kendaraan yang parkir :

- Mobil sedan

- Mobil minibus

- Mobil jeep

-Bus

-Truk

- Sepeda motor

- Sepeda

Berdasarkan Inventaris Transportasi Kantor :

- 1mobil jenis jeep lapangan khusus Bupati

- 2Mobil kerja jenis sedan untuk Bupati dan Sekwilda

m2
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- 15 mobil minibus untuk koordinasi kerja

- 30 sepeda motor untuk koordinasi kerja

-Kendaraan lain (seperti tamu, pengangkut barang, dan keperluan lain)
a. Tempat parkir Mobil kantor :

18 x (a 15 nrVmobil) = 270 m2

Sirkulasi 50 % = 135 m2

405 m2

Tempat parkir sepeda motor :

30 x (a 1,8 m2) = 54 m2

Sirkulasi 50 % =27 m2

81m2

b. Tempat Parkir Tamu :

Rata-rata Tamu setiap hari sebanyak 50 orang dan dari dinas-dinas Daerah 14 or
ang. Dengan rata-rata perbandingan pemakaian kendaraan :

- 60 % sepeda motor

- 20 % mobil

- Jalan kaki/angkutan umum 10 %

30 sepedamotor : 30 x 1,8 : 54

sirkulasi 50 % : 54 x 0,5 : 27

10 mobil : 10x15 :150

srirkulasi 50 % : 204 x 0,5 :102

333 m2



c. Tempat Parkir karyawan

Jumlah kendaraan :

- sepeda motor pegawai 60 buah

- mobil pegawai 7 buah

-sepeda 5 buah

Jadibesaran ruang yang dibutuhkan :

120x1,8 =108

216x50% = 54

15x15 =112,25

225x50% =56,25

10x1,8 = 9

18x50% = 4,5
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Total = 344,5 m2

4.3. GUBAHAN MASSA

4.3.1. Tata Letak Massa

Tata massa yang diterapkan dalam penataan Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah
Tingkat JJ Temanggung diarahkan untuk menciptakan sistem koordinasi kerja yang
jelas dan sederhana serta bisa memberikan batasan-batasan orientasi visual ke bangunan
yang jelas dan mudah dipahami dalam membedakan bagian-bagian unit pelayanan/
kerja dalam tata massa bangunanPola peletakan ini dianalisis dengan beberapa macam
alternatif organisasi massa yang dapat mengungkap kriteria tersebut.



a. Struktur Organisasi Linier.

(Lihat Gambar 4.18)

<P @® 0 0©

Tetap ada pemusatan

Pembagian zone jelas, sederhana

adaunsur komponen yang simetris

Gambar4.18. Pola organisasi linier
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b. Struktur Organisasi Radial.

Organisasi radial yang bersisat mengembang keluar dan terpusat pada 1unsur yang
kuat dapat mencerminkan pusat pemerintahan yang mempunyai sistem koordinasiyang
baik dan menedorong untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan kegiatan yang
diwadahi. (Lihat Gambar 4.19)

(p (Di ®i ©d

Pengelompokan jelas dan sederhana

Bersifat terbuka melayani masyarakat

[zone pelayanan]

Zone pusat tetap bisa dipertahankan

Gambar 4.19. Pola organisasi radial
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4.3.2. Sistem Sirkulasi Dalam Gubahan Massa

Sesuai analisa kegiatan bahwa sirkulasi dipergunakan untuk membagi/mengelompokkan
unit-unit pelayanan^erja (gambar ). Pola sirkulasi yang dipakai dengan memperhatikan
beberapa jenis kendaraan yang digunakan standard pola pergerakan dalam zone-zone.
Frekuensi kendaraan dapat dilihat pada Tabel 4.2.:

Tabel 4.2. Frekuensi kendaraan

Aktivitas Zone yang diperuntukkan bagi kendaraan

Mobil Z. Pusat Z. Tengah J Z. Transisi Z. Tepi

Sedan

Jeep

Minibus

-t- — + +

+ , -+ -4-

— + +

+
Bis

—
—

—

Spd Motor
—

+ + H-

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan faktor kenyamanan
sirkulasi kendaraan maka pola pembelokan ditentukan oleh gerak kendaraan yang
diperbolehkan dalam zone-zone.

Alternatifyang digunakan dalam pembelokm maupun mundurnya kendaraan dapat dilihat
pada Gambar 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24.

C
Alternatif untuk zone tengah

Zone Transisi

(Gambar 4.20.)

Alternatif untuk zone tepi

(Gambar 4.21.)
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</
Alternatif untuk zone pusat AlteT^t^FT^tl^ J

zone penunjang,
dan zone pusat

(Gambar 4.22.)

Zone tepi Zone tepi

Zone tengah

keluar

keluar Zonetepi

Zone tengah

Zone pusat

(Gambar 4.24.)

(Gambar 4.23.)

Zone, transisi

akses

Zone tepi
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4.3.3. Tata Ruang Luar

Tata ruang luar dikoordinasikan dengan keberadaan tata massa untuk mengurangi citra
penampilan bangunan yang kaku (formal) serta untuk mempertegas eksistensi bangunan
pemerintahan.

Tata ruang luar ini meliputi:

-Kesan monumental dan berwibawa dengan menempatkan elemen-elemen tata ruang
luar secara sederhana seperti dengan jenis pepohonan tertentu selain untuk mereduk

kondisi lingkungan yang tidak mendukung, lihat Gambar 4.25.

(Gambar 4.25.) karakter pohon

Sebagai pelunak tata massa yang cenderung bersifat formal dan kaku, lihat Gambar
4.26.

unsur tumbuhan
unsur ornamen

(Gambar 4.26.) Entrance perkantoran
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Tata ruang selain untuk mempertegas penampUan bangunanjuga untuk mempermudah/
mengarahkan sistem sirkulasi dalam tata massa, lihat Gambar 4.27.

(Gambar 4.27.) Landscape dalam pola sirkulasi

Untuk mempertegas terhadap orientasi terhadap pembagian unit-unit bangunan (zone-
zone), lihat Gambar 4.28.

(Gambar 4.28.) Landscape penguat orientasi bangunan
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4.4. PENAMPILAN BANGUNAN

Komplek unit bangunan diarahkan merupakan satu kesatuan penampilan arsitektural
sehingga akan teriihat cerminan sebuah komplek Pemerintah daerah yang mempunyai
kesatuan kerja dalam menjalankan program pembangunan. Sebagai perwujudan secara
fisik bahwa Sekretariat selaku pelaksana elcseloitifadmin^

segala fasilitas yang diperiukan ada dalam satu wadah dan dengan fasilitas tersebut
Pemerintahan harus mampu menjalankannya dengan tujuan untuk koordinasi ke bawah
dan ke atas. Serta untuk melayani kepentingan intern maupun ekstem.

Bila disimpulkan unsur yang harus ditampilkan oleh kantor pemerintahan adalah :

-Formal Bangunan teriihat adanya unsur keteraturan(ritme), kejelasan unit bangunan
walaupun dalam satu wadah dan mencerminkan nilai kedisiplinan, lihat Gambar 4.29.

pembagian ruang teratur, ada unsur simetris

Gambar 4.29: Citra formal

•Monumental, bangunan teriihat berwibawa sebagai pusat pemerintahan dan mampu
memberikan pemahaman terhadap massa bahwa ini merupakan lingkungan pusat
pemerintahan Kabupaten Tingkat JJ Temanggung, lihat Gambar 4.30.

car port hall antrace utama
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Vs
^ S

s—n n n s
Gambar 4.30. Citra monumental

-Koordinatif Menunjukkan adanya unsur kesatuan keterpaduan dalam hubungan kerja
antar unit-unit bangunan dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Dengan
membuat jalur-jalur sirkulasi yang mengungkapkan pola kordinasi antar unit-unit

bangunan dalam komplek kantor pemerintahan.

-Orientatif, Mencerminkan bangunan juga melayani kepentingan masyarakat umum
(terbuka untuk menampung aspirasi masyarakat).

Dari beberapa kriteria tersebut temyata bila dikaitkan dengan fungsi -fungsi kota dan
peranan sektor pemerintahan terhadap fungsi yang lain yakni sebagai sektor pendukung

utama sektor lain maka dapatlah disimpulkan mengenai peranan Bangunan terhadap

lingkungannya. Peranan bangunan tersebut yaitu sebagai "landmark" kota Temanggung.
Dengan demikian akan menunjukkan bahwaKeberadaan Pusat pemerintahanyang terletak

di kawasan pusat perkotaan tidak hanya menunjukkan sebagai salahsatu elemen tata kota

yang harus ada di dalam pusat kota tetapi justru lebih luas sebagai "landmark" yang hal

ini didukung oleh pentingnya fungsi sektor Pemerintahan terhadap sektor yang lain.
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4.5. KESIMPULAN

Dari hasil analisis pengelompokan kegiatan yang didasarkan atas frekuensi palayanan
dan matrik hubungan kerja unit-unit bagian pemerintahan maka dapat disimpulkan bahwa
secara bertahap dapat dijadikan dasar pedoman untuk menentukan solusi pendekatan
perencanaan dan perancanganyangmencakup segala permasalahanyang harus dipecahkan
1. Kegiatan perkantoran dapat dikelompokkam dalam zone -zone berdasarkan fungsi

yang harus dilayani:

- Zone yang mewadahi fungsi yang paling private dan terlindung, zone ini
diperuntukkan khusus bagi kantor dinas Bupati.

- Zone yang mewadahi fungsi utama kegiatan perkantoran secara keseluruhan
terkelompok (menyatu).

- Zone yang mewadahi pelayanan masyarakat sekaligus sebagai batas kegiatan
perkantoran dengan masyarakat umum.

- Zone sebagai pembatas dengan lingkungan umum.

2. Tata massa selain untuk memperjelas pembagian unit kerjajuga untuk mengatur sirkulasi
antar bagian. Hal ini didasarkan :

- Organisasi linier untuk membagi unit kerja secara sederhana.

-Organisasi terpusat untuk mennjukkan zone unit kerja Bupati sebagai pusat sebuah
bangunan.

-Organisasi radial mencerminkan karakter sebuah banguan pemerintahan yang selalu
berusaha mengembangkan dan meningkatkan kegiatannya dan selalu terbuka untuk
melayani masyarakat.

3. Tata Ruang Dalam yang dipergunakan mencakup 2jenis ruang :

-Ruang terisoler, menciptakan suasana menyendiri dalam ruangan (private).



77

Dari ruang tersebut terungkap wadah yang mampu mengkoordinasikan antar unit-
unit sesuai tingkat kebutuhan.

4. Penampilan bangunan pemerintahan dipengaruhi oleh beberapa karakter yang bersifat
- Monumental dan berwibawa.

- Orientatif, menyatu dengan masyarakat.

- Formal mempunyai unsur keteraturan dan disiplin.

Dengan berdasarkan beberapa karakter bangunan serta kedudukan bangunan terhadap
fungsi-fungsi kota yang lain selain Pemerintahan dapat disimpulkan bahwa fungsi
bangunan terhadap lingkungan kawasan perkotaan di Temanggung diarahkan sebagai
"Landmark" bagi kota.
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BAB 5

KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
KANTOR PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

5.1. KONSEP DASAR LOKASI DAN SITE

5.1.1. Lokasi

Penulihan lokasi untuk komplek Kantor Kabupaten Daerah Tingkat DTemanggung
didasari atas pertimbangan komponen-komponen yang spesifik dari Kngtagan sekitar
yang harus ada atau dihindari.

Adapun komponen tersebut meliputi :

1. Komponen Pendukung : - Fasilitas Sosial

- Utihtas Sosial

- Jalan Kolektor

2. Komponen Terbatas :-Lingkungan Perumahan

- Kantor Jasa

- Lingkungan Perdagangan eceran

3. Komponen yang dihindari : -Perdagangan grosir

- Pergudangan

- Rekreasi

-Industri

- Terminal

Dari komponen tersebut maka alternatiflokasi yang dipilih adalah Bagian wilayah Pusat
Kota (BWK A),
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dan hal ini sesuai juga dengan ketetapan yang ditentukan oleh Pemerintahan Daerah
dalam master plan untuk lokasi penataan kembali kantor komplek Setwilda.

5.1.2. Site

Pemilihan site ditetapkan menggunakan area semula, dengan dasar kriteria sebagai
berikut:

-Kemudahan koordinasi kerja dengan dinas dan badan Pemerintah lain diluar Setwilda.
- Efektifitas pelayanan kepada masyarakat.

5.2. KONSEP DASAR ZONING

Berdasarkanfrekuensi pelayanan maupun hirarkhijabatan komplek kantor pemerintahan
dapat dikelompokkan menjadi:

a. Zone pusat

-Zone sebagai wadah kantor bupati dan ruang tamu/hall.
b. Zone tengah

- Zone sebagai wadah pusat kegiatan perkantoran.

-zone ini diperuntukkan bagi bagi seluruh unit-unit perkantoran yang tidak melayani
masyarakat secara langsung/khusus administrasi perkantoran saja.

c Zone transisi

-Zone sebagai wadah untuk melayani masyarakat ssecara langsung.
-Sebagai batas antara kegiatan perkantoran dengan kegiatan masyarakat.

d. Zone Tepi

- Zone ini sebagai wadah lanscape dan tempat parkir.

-Untuk membatasi dengan lingkungan luar secara jelas dan menjaga kewibawaan dan
keamanan.

Secara keseluruhan pengelompokan zone-zone dapat dilihat pada gambar 5.1.
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zone pusat

Zone tengah
Zone tengah

zone transisi

zone tepi

gambar 5.1. Pengelompokkan zone
zone tengah

5.3. KONSEP DASAR TATA RUANG DALAM

5.3.1. Macam Ruang

Macam ruang yang dibutuhkan ada dua macam :

-Ruang sosiofugal: Sifat ruang cenderung untuk memisahkan masing-masing individu
sehingga tercipta suasana yang bersifat private, lihat Gambar 5.2.

-Ruang sosiopetal: Cenderung untuk menyatukan individu-individu sehingga tercipta
interaksi, lihat Gambar 5.3.

ODD

ooo

Gambar 5.2. Ruang pimpinan Gambar 5.3. Ruangrapat



5.3.2. Pengelompokan Ruang

Berdasarkan hirarkhi pelayanan ruang dapat dikelompokkan menjadi :
a. Private :

- Ruang kerja Bupati

- Ruang kerja sekwilda.

- Ruang kerja asisten sekwilda

- Ruang kerja kepala bagian

- Ruang kerja kepala sub bagian

- Ruang rapat

- Ruang arsip

b. Semiprivate :

- Ruang Aula, Ruang pertemuan, ruang parkir khusus

- Ruang kerja staff

- Ruang kerja untuk pelayanan masyarakat

- Ruang tamu

- Ruang / hall

c. Ruang semi Public :

- Musholla

- Tempat upacara.

- Ruang kantin

- Ruang penjaga

d. Ruang service

-KM/WC

- Tempat parkir umum

- Ruang garasi
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- Ruang periengkapan

- Ruang gudang

5.3.3. Besaran Ruang

Besaran Ruang ditentukan oleh :

- Jumlah personfl.

- Macam Furniture.

- Kenyamanan khusus ruang gerak perkantoran.

- Tingkat pelayanan.

1. Ruang Bupati

- Ruang kerja ± 42,00 m2

- Ruang Tunggu ± 75,00 rtf

- Ruang Toilet ± 6,00m2

- Ruang StafPribadi ± 14,00 m2

-Ruang Ajudan

- Ruang arsip ± 10,00 m2

2. Ruang Sekwilda

- Ruang Kerja ± 8,oo m2

- Ruang Staf ± 14,00 mz

- Ruang Arsip ± io,00 m2

- Ruang Toilet ± 6,00 m2

- Ruang tamu ± 12,00 m2
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3. Ruang Asisten Tata Praja

- Ruang Kerja ± 30,00 m2

- Ruang Arsip ± 10,00 m2

- Ruang staf ± g,oo m2

3.1. Ruang KabagPemerintahan

- Ruang kerja ± 88,00 m2

(Ruang Tamu, Rapat)

-Ruang staf ± 116,00 m2

- Ruang arsip ± 13,00m2

- RuangKomputer ± 24,00 m2

3.2. Ruang Kabag Pemerintahan Desa

-Ruangkerja ± 68,00m2

(Ruang Tamu, Rapat)

- Ruang staf ± 56,00 m2

- Ruang arsip ± 13,00 m2

3.3. Ruang Kabag Hukum

- Ruang kerja ± 57,00 m2

(Ruang Tamu, Rapat)

- Ruang staf ± 54,00 m2

- Ruangarsip ± 13,00m2

- Ruang hukum ± 4,00 m2

- Ruang stensil ± 4,00 m2
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3.4. Ruang Kabag Hubungan Masyarakat

- Ruang kerja ± 58;00 m2

(Ruang Tamu, Rapat)

- Ruang staf ± 56)00 m2

- Ruang arsip ± 13,00 m2

4. Ruang Asisten Administrasi Pembangunan

-Ruang Kerja ± 30,00 m2

- Ruangstaf ± 80o m2

-Ruang Arsip ± 10,00 m2

4.1. Ruang Kabag Perekonomian

- Ruang kerja ± 65,00 m2

(Ruang Tamu, Rapat)

- Ruang staf ± 70,00 m2

-Ruangarsip ± 15,00 m2

4.2. Ruang Kabag Penyusunan Program

-Ruangkerja ± 51,00m2

(Ruang Tamu, Rapat)

-Ruangstaf ± 42,00m2

-Ruang arsip ± 13,00 m2

- Ruang Stensil ± 4,00 m2

4.3. Ruang Kabag Sosial

-Ruangkerja ± 51,00m2

(Ruang Tamu, Rapat)

- Ruang staf ± 42,00 m2
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- Ruang arsip ± 13 00m2

- Ruang Stensil ± 4 00 mz

5. Ruang Asisten Administrasi

-RuangKerja ±30,00 m2

- Ruang staf ± 10,00 m2

- Ruang Arsip ± 10,0o m2

5.1. Ruang Kabag Kepegawaian

- Ruang kerja ± 5g,oo m 2

(Ruang Tamu, Rapat)

- Ruang staf ± 56,00 m2

- Ruang arsip ± 13,00 m2

- Ruang Komputer ± 4,00 m2

- Ruang Stensil ± 4,00 m2

5.2. Ruang Kabag Keuangan

- Ruang kerja ± 86,00 m2

(RuangTamu, Rapat)

-Ruang staf ± 112,00 m2

-Ruang arsip ± 15,00 m2

- Ruang Komputer ± 8,00 m 2

5.3. Ruang KabagOrganisasi

- Ruang kerja ± 75,00 m2

(RuangTamu, Rapat)

- Ruang staf ± 93,00 m 2

- Ruang arsip ± 13,00 m 2

- Ruang Komputer ± 8,00 m2
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5.4. Ruang Kabag Umum

-Ruangkerja ± 21,00m2

(Ruang Tamu, Rapat)

-Ruang staf ± 182,00 m2

- Ruang arsip ± 16,00 m2

- Ruang stensil ± 4,00 m 2

6. Ruang Penerima/penjaga/Hall

- Ruang penjaga :± 16,0 m2

- Ruang tunggu :±45,0 m2

- Ruang Telephon :±2,0 m2

- Ruang Operator

(Informasi) :± 12,0 m2

7. Ruang Toilet Pegawai

kebutuhan WC dan orinoir :

-WC pria 7 buah =18m2

- Orinoir 7 buah = 6,75 m2

- WC wanita 4 buah = 15 m2

8. Musholla

-Ruang Imam = 4,68 m 2

- Wudhu = 24,00 m 2

- Ruang sholat = 128,00 m2
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10. Ruang Parkir

a. Tempat parkir Mobil kantor : 405 m2

b. Tempat parkir sepeda motor :81m2

c. Tempat Parkir Tamu :

- Sepeda motor : 81m2

-Mobil :152 m2

d. Tempat Parkir karyawan

- Sepeda motor : 162 m2

-Mobil :168,50 m2

- Sepeda : 12,5 m2

5.3.4. Pencahayaan

Pencahayaan lebih diutamakan pada sistem pencahayaan alami dari sinar matahari,
namuntetapmemperhatikan sistem pencahayaan buatan untuk ruang-ruang tertentu
yang bersifat spesifik seperti: ruang aula, dan ruang kerja lembur.

1. Pencahayaan alami (Natural Ligting)

Penempatan cahaya untuk fasiUtas ruang perkantoran ditentukan oleh faktor-faktor
- Ketinggian bukaan terhadap ketinggian dinding (85 %).

- Sudut kemiringan arah masuknya sinar matahari.

- Fungsi ruang.

- Kapasitas ruang kegiatan.

Perletakan sistem pencahayaan adalah sebagai berikut (Lihat Gambar 5.4, 5.5, 5.6, 5.7.
5.8.)



Gambar 5.4. Pencahayaan jendela
2 arah

X

rn^^i J-w^tj
Gambar 5.6. Pencahayaan pintu

2 arah
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Gambar 5.5. Pencahayaan jendela
1 arah

Gambar 5.7. Pencahayaan pintu
1 arah

Gambar 5.8. Pencahayaan 2arah dengan penghalang tanaman
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2. Pencahayaan Buatan :

Pencahayaan buatan digunakan untukruang pertemuan. rapat, danntangkena lembur.
lihatGambar 5.9, 5.10.

Gambar 5.9. Pencahayaan ruang Sosiofugal

Gambar 5.10. Pencahayaan ruang sosiopetal
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5.3.5. Penghawaan

Penghawaan diutamakan dengan sistem penghawaan alami dengan pertimbangan
sebagai berikut:

-Kondisi udara lingkungan memenuhi standard untuk kenyamanan kerja 20 -23

-Udara Di daerah Temanggung termasuk sejuk.
- Efisien biaya danperawatan.

-Untuk penghawaan buatan hanya menggunakan AC unit seperti Ruang tamu dan
Ruang kerja Bupati, ruang rapat koordinasi.

Macam perletakan penghawaan alami:

- Untuk jenis ruang sosiofugal, lihat Gambar 5.11.

Gambar 5.11. Penghawaan Ruang sosiofugal
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Untuk jenis Ruang Sosiopetal lihat Gambar 5.12.

O Q o

U

Gambar 5.12. Penghawaan ruang sosiopetal

4.4. KONSEP DASAR GUBAHAN MASSA

Pengelompokan unit-unit banguan didasarkan atas hirarkhijabatan (menurut struktur
organisasi pemerintahan). Macam pengelompokan tata massa yang digunakan :
a. Struktur OrganisasiLinier.

Digunakan untuk mengelompokkan unit ruang kepala bagian -kepala bagian.
b. Struktur RadiaL

Mengelompokkan unit pelayanan masyarakat.

c. Struktur linier-radial.

Mengelompokkan antara unit private (ruang kantor) dengan unit semiprivate (unit
pelayanan masyarakat).



92

Tata ruang luar berfungsi :

-untuk memperjelas eksistensi tata massa dalam perkantoran.

-Sistem sirkulasi yang diterapkan untuk mengarahkan orientasi yangjelas antar unit satu
dengan unit yang lain.

5.5. KONSEP DASAR STRUKTUR

5.5.1. Modul Dasar Perancangan

Penentuan modul didasarkan atas konsep dasar gubahan massa dan ukuran ruang
yang dibutuhkan bagi kegiatan perkantoran dan peralatan yang digunakan.
Modul ini menggunakan sistem grid (segiempat) dengan pertimbangan sebagai
berikut :

- Efektrvitas kerja.

-Bentuk perabot yang dominan seperti: Meja, Kursi dan filling kabinet.
-Sesuai untukbangunanberlantai, ada keteraturan dalam penentuan pondasi titik.

5.5.2. StrukturAtap

Pemilihan jenis struktur atap didasarkan atas :

-Struktur yang dipergunakan adalah struktur rangka bersifat seuerhana.
-Tidak mengutamakan estetika detail struktur sebab dengan strukturtertutup

membantu personil terkonsentrasi pada satu orientasi

-Pertimbangan Struktur mencakup ruang beban yang akan didukung, kemudahan
dalam pelaksanaan dan perawatan.
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Pertimbangan untuk struktur badan didasarkan modul dasar perancangan yang
berbentuk grid, dengan struktur yang dipakai adalah sistem pondasi titik dan
menerus. Dengan kriteria faktor yang mempengaruhi:
- Ketinggian bangunan.

-Kemudahan dalam pembagian ruang kegiatan.
- Macam beban utama bangunan.

-Untuk menciptakan kesan formal dan monumental bangunan seperti dengan
kolom-kolom yang tinggi dan besar.

5.5.4. Struktur Badan bangunan (Dinding, Kolom, Dan lantai)
Pertimbangan yang melandasi dipilihnya struktur untuk badan bangunan :
-Mampu menyediakan unit-unit ruang kantor yang luas, teratur.
-Daya dukung masing-masing ruang kegiatan.

-Dapat menciptakan bentuk ruang segi empat

-Memudahkan dalam perawatan ruang (biaya ringan, awet, tidak membutuhkan
teknisi khusus.

5.6. KONSEP DASAR UTILITAS

5.6.1. Air Bersih Dan Air Kotor

Untuk jaringan air bersih menggunakan sistem downfeed dengan pertimbangan :
- Selahi tersedianya cadangan untuk kebutuhan air bersih .
- Kondisi pompa air bersih lebih awet.
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Bak penampung (tower)

sumur

gambar 5.13. Jaringan air bersih

Untuk air kotor dibuang ke riol kota dan septick tank sederhana dengan pertimbangan
- Limbah tidak berbahaya.

- kemudahan dalam perawatan jaringan air kotor.
- Jaringan tidak terialu rumit

-Tidak membutuhkan ruang kontrol yang khusus (efisiensi ruang), lihat gambar 5.14.
air hujen

iol kotabak k°ntr°l

gambar 5.14.
jaringan air kotor

air kotor

septictank

sumur peresapan
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5.6.2. Listrik

Pertimbangan jenis fasihtas untuk kebutuhan listrik bangunan :

- Kemudahan pengaturan jaringan masing-masing unit kantor.

-Frekuensi pemanfaatan ruang-ruang kerja masing-masing unit bangunan.
-Meminimalkan kemungkinan koordinasi dalam pemanfaatanjaringan listrik antar
unit bangunan dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran.

-Pengadaan arus listrikyang dipilih dariPLNdanGensetuntukcadanganbila
terjadi kerusakan atau pada saat ada perbaikan jaringan PLN.

5.6.3. Pemadam Kebakaran

Kriteria untuk alat pemadam kebakaran :

- Jaringan ini sangat penting namun yang dibutuhkan hanya bersifat sederhana
sebab kondisi bangunan tidak termasuk bangunan tinggi dan adanya beberapa
pemisahan unit-unit bangunan.

-Peralatan ditempatkan pada masing-masing ruang kerja bersifat lokal saja.
-Untuk masing-masing unit banguan ditanggulangi dengan Siamese.

5.7. KONSEP PENAMPILAN BENTUK BANGUNAN

Sesuai karakter bangunan sebagai wadah perkantoran maka penampilanyangditekankan
adalah sebagai berikut:

-Formal :unsur keteraturan (ritme), kejelasan dan nilai kedisipHnan.
- Monumental: unsur berwibawa sebagai pusat pemerintahan

-Koordinatif ; unsur kesatuan, keterpaduan antar unit-unit bangunan.
-Orientatif :sebagai tempat pelayanan kepentingan masyarakat umum.
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Dari kondisi karakter bangunan tersebut maka keberadaan penampilan bangunan yang
monumental dan orientatif, harus dapat menempatkan bangunan sebagai "landmark"
bagi kawasan perkotaan.

Simbol hirarkhi jabatan
[koordinatif]

onentatif

kesan monumental

Formal

[keteraturan, ritme, kejelasan]

Gambar 5.15. Penampilan bangunan
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Gambar 6.7. Penampilan bangunan sekitar dengan ungkapan arsitektur kontemporer.



Gambar 6.6. Penampilan bangunan sekitar dengan ungkapan
arsitektur Hindia Belanda



Gambar 6.9. Jalan raya yang dimanfaatkan untuk kegxatan
upacara rutin pagi dan siang hari.



Gambar 6.4. Kondisi lingkungan sekitar Kabupaten
Temanggung



Gambar 6.5. Kondisi Ungkungan sekitar Kabupaten Temanggung


